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Reformasi Peradilan dan

Gender

Pendahuluan

‘Siapa yang menafsirkan hukum setidaknya sama
penting dengan siapa yang membuat hukum, kalau
tidak lebih penting . . . Saya tidak dapat menegaskan
seberapa pentingnya bahwa wanita terwakili dan
perspektif gender dipadukan pada semua tingkat
penyelidikan, penuntutan, pembelaan, perlindungan
saksi dan lembaga peradilan.’

Yang Mulia Navanetham Pillay, mantan Ketua
Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan
hakim Pengadilan Internasional’

Keadilan dan keamanan berkaitan sangat erat.
Sektor peradilan yang kuat melindungi dan
menegakkan hak-hak rakyat dan menjerakan bakal
pelanggar hukum. Sektor peradilan yang mandiri dan
efektif sangat penting bagi keamanan, terutama di
lingkungan pasca-konflik dan transitional yang
didalamnya kesempatan untuk terjadinya tindak keja-
hatan dan kekebalan hukum sering terjadi. Reformasi
sektor peradilan merupakan batu sendi untuk mencip-
takan perdamaian, kestabilan dan demokrasi. Kons-
titusi dan undang-undang suatu negara merupakan
landasan bagi perlindungan HAM. Kebijakan, pro-
sedur dan praktik di sektor peradilan sangat menent-
ukan perolehan setara hak-hak ini oleh semua orang.

Orang mengalami keamanan dan ketidakamanan de-
ngan cara yang berbeda berdasarkan, misalnya, et-
nis, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, status
ekonomi, agama dan kesehatan. Di seluruh dunia,
wanita menghadapi hambatan tertentu dalam meng-
akses keadilan, sedangkan pria lebih mungkin dipen-
jara. Reformasi peradilan memerlukan langkah-langkah
untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok
masyarakat yang berbeda, dan memadukan gender
ke dalam reformasi peradilan merupakan strategi pen-
ting dalam usaha ini. Agar sektor peradilan memiliki
keterpercayaan dan legitimasi di mata masyarakat,
proses reformasi harus mencakup keikutsertaan —
dan menangani kebutuhan — semua golongan masya-
rakat. Tool (alat) ini berfokus pada reformasi kelem-
bagaan peradilan, reformasi hukum dan akses
keadilan, dengan penekanan khusus pada kesetara-
an gender.

Tool ini ditujukan pada personel yang bertanggung
jawab atas reformasi peradilan di dalam para
pemerintah negara, organisasi dan lembaga interna-

sional dan regional serta para donor. Para anggota
parlemen, perhimpunan hukum dan jaringan hakim,
organisasi masyarakat sipil dan para peneliti yang
berfokus pada reformasi peradilan juga dapat me-
manfaatkan tool ini. Tool ini meneliti reformasi per-
adilan dalam konteks luas dan sering tumpang suh di
negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
masa transisi, negara-negara berkembang dan ne-
gara-negara maju. Setiap usaha reformasi peradilan
sangat spesifik konteks, dan tidak ada template umum
yang dapat digunakan dalam suatu proses reformasi.
Tool ini memberikan saran dan usulan yang dapat
disesuaikan dengan konteks reformasi khusus yang
didalamnya Anda bekerja.

Tool ini terdiri dari:
m Perkenalan pada reformasi peradilan

® | andasan pemikiran mengapa pemaduan gender
memperkuat proses reformasi

® Tindakan praktis untuk memadukan gender ke
dalam prakarsa reformasi peradilan

® Peninjauan luas tentang isu-isu tertentu tentang
gender dan reformasi peradilan dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang dan negara maju

® Usulan-usulan pokok
= Sumber daya tambahan

Apa itu reformasi
peradilan?

‘Tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada keadilan,
tidak ada keadilan tanpa hukum dan tidak ada
hukum yang berarti tanpa Pengadilan yang
memutuskan apa yang adil dan sah dalam keadaan
tertentu.’

Benjamin B. Ferencz, mantan jaksa tribunal
Nlremberg?

Tujuan reformasi peradilan
Tujuan utama reformasi peradilan meliputi:
® Menyusun konstitusi dan undang-undang yang adil

berdasarkan standar dan instrumen HAM
internasional.
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negatif terhadap bidang-bidang lain yang telah mengalami kemajuan*

W Kegagalan di salah satu bidang rule of law dapat menimbulkan dampak

Meskipun pembentukan kepolisian baru dari awal terbukti sulit di Haiti, Timor Leste, Kosovo dan Rwanda, menjalankan lembaga peradilan yang
berfungsi secara minimal jauh lebih sulit. Hal ini menimbulkan situasi yang didalamnya kemajuan di bidang perpolisian dilemahkan oleh kesulitan
yang terus terjadi pada bidang-bidang lainnya dalam sistem peradilan pidana. Walaupun setelah dua tahun polisi menangkap orang sesuai dengan
konstitusi dan undang-undang, dengan menghormati hak-hak mereka dan menahan mereka untuk diadili, pengadilan tidak dapat memproses
tuduhan yang diajukan dengan cepat dan efisien. Karena itu, fasilitas rumah tahanan polisi dan lembaga pemasyarakatan penuh sesak oleh para
tersangka yang menunggu pengadilan. Kondisi lembaga pemasyarakatan, yang sudah jauh lebih baik, kembali memburuk dan jumlah tersangka
yang berlebihan menyebabkan meningkatnya ketegangan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Akhirnya para tahanan mulai dibebaskan
karena mereka belum dikenai tuduhan resmi dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Hal ini mengecewakan baik polisi yang telah
mengikuti semua aturan maupun masyarakat yang melihat orang berbahaya kembali ke tengah masyarakat. Hal ini menghambat perlindungan HAM
dan rule of law karena orang-orang main hakim sendiri, dengan melaksanakan pembunuhan kilat terhadap tersangka pengedar narkoba dan para

pemimpin gerombolan penjahat.

= Menciptakan mekanisme legislatif dan penegakan
untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan
untuk mengatasi hambatan yang dihadapi kelompok
masyarakat yang terpinggirkan dan rentan.

= Membentuk lembaga peradilan yang terpercaya,
efektif, tidak memihak dan bertanggung jawab.

® Mengadakan pendekatan terpadu terhadap
peradilan pidana di antara lembaga peradilan,
kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan
dan para pengacara.

= Menyediakan akses keadilan yang tepat dan adil
serta penegakan hukum, hak-hak hukum dan
putusan yang efektif agar menjamin proses hukum
yang adil.

® Memperkuat keterkaitan dan kerja sama antara para
lembaga negara dengan lembaga non negara.

® Menetapkan mekanisme pengawasan sistem
peradilan dan memperkuat peran lembaga
peradilan dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap lembaga-lembaga lainnya di sektor
keamanan dan cabang-cabang pemerintahan
lainnya.®

Reformasi peradilan tidak mengenal batas waktu;
reformasi peradilan merupakan proses yang
berkelanjutan — apakah di negara pasca-konflik,
negara dalam masa transisi, negara berkembang atau
negara maju. Reformasi peradilan tidak hanya
mencakup reformasi undang-undangan tapi juga
penyusunan kebijakan, prosedur dan mekanisme
yang memungkinkan pelaksanaan praktis hukum dan
akses setara atas sistem peradilan. Proses tersebut
mungkin mencakup reformasi kelembagaan,
reformasi kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi para
aktor peradilan (hakim, panitera dan para staf
administrasi, jaksa, pengacara, polisi, perhimpunan
pengacara, fakultas hukum), dan penyadaran umum
bagi pemerintah dan warga negara.

Reformasi peradilan yang efektif membutuhkan kerja
sama di antara para pemangku kepentingan nasional,
yang meliputi:

® | embaga peradilan

® Kementerian kehakiman
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m Sistem-sistem hukum tradisional dan adat
= Parlemen

® | embaga kejaksaan dan penyelidikan (termasuk
kepolisian)

® Perhimpunan pengacara
® | embaga bantuan hukum
® | embaga pemasyarakatan

m Kementerian lainnya termasuk kementerian dalam
negeri dan kementerian urusan wanita

m Fakultas hukum

® Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok
wanita, kelompok agama dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM)

LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sangat
membantu dalam melaksanakan reformasi peradilan
melalui usaha lobi, pemantauan dan kampanye pe-
nyadaran masyarakat. Reformasi peradilan yang ber-
kelanjutan harus disertai kemauan politik pemerintah
dan komitmen semua aktor, baik di tingkat masyarakat
maupun individu.

Perubahan sektor peradilan harus dipadukan dengan
usaha-usaha reformasi yang lebih luas, yang meliputi
usaha-usaha yang dibahas pada alat-alat lainnya
dalam Toolkit ini, yang berfokus pada kepolisian,
sistem hukum pidana, manajemen perbatasan,
pengawasan parlementer, kebijakan keamanan
nasional, pengawasan masyarakat sipil, serta
perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta
(lihat Kotak 1).

Pemilikan lokal: suatu keharusan yang tak
terelakkan

Walaupun reformasi peradilan sering menarik para
aktor luar, proses ini harus dirancang, dimiliki dan
dilaksanakan secara lokal agar berkelanjutan.
Reformasi peradilan ini harus menanggapi kebutuhan-
kebutuhan yang unik dalam konteks lokal dan
mendapat legitimasi. Jadi, bila para aktor internasional
— yang meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-
negara donor dan LSM-LSM internasional — terlibat
dalam reformasi peradilan, para pemangku




kepentingan nasional perlu diberi informasi, dimintai
pendapatnya dan dipadukan ke dalam proses
pembuatan keputusan sehingga mereka benar-benar
terlatih dan siap untuk memiliki proses reformasi
tersebut. Langkah pertama dalam mendukung
pemilikan lokal bisa berupa pelatihan para aktor
nasional dan pembangunan kemampuan lokal untuk
merancang dan mengawasi usaha-usaha reformasi,
mulai dari keahlian teknis sampai keterampilan
administrasi. Para anggota staf internasional harus
terampil sebagai pendamping, pelatih dan fasilitator.®

Tantangan reformasi peradilan

m Kerangka hukum yang bertentangan antara berbagai
sistem hukum: sistem formal, tradisional dan agama.

m Ketersampingan golongan masyarakat tertentu dari
proses reformasi.

m Kurangnya sumber daya pokok, yang diperlukan
para aktor lembaga peradilan untuk melaksanakan
tugas mereka (seperti kertas, pena, buku-buku
hukum, transportasi, dukungan).

® Prasarana yang kurang atau rusak seperti ruang
pengadilan, ruang wawancara, ruang tahanan dan
lembaga pemasyarakatan yang terpisah untuk pria
dan wanita.

m Kekurangan kemandirian lembaga peradilan akibat
sedikit atau tidak adanya pemisahan kekuasaan,
pengawasan yang kurang dan/atau campur tangan
umum dari orang yang berkuasa.

® Korupsi di kalangan aktor peradilan, yang meliputi
polisi, hakim, jaksa, staf administrasi pengadilan dan
juri.

m Kurangnya aktor peradilan yang memenuhi syarat
yang masih ada di negara bersangkutan.

m Sikap dan praktik budaya, yang menimbulkan
pelanggaran HAM.

m Kekurangan pelatihan tentang hukum, kebijakan dan
prosedur dasar administrasi baik domestik dan
internasional.

® | angkah kemajuan yang lamban.

Mengapa gender penting
dalam reformasi peradilan?

‘Bantuan pembangunan yang diberikan oleh sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berfokus pada
pengurangan faktor-faktor risiko struktural utama
yang memicu konflik keras, seperti ketidakadilan —
dengan memperhatikan perbedaan di antara
kelompok-kelompok identitas; ketidaksamaan —
dengan memperhatikan kebijakan dan praktik yang
melembagakan diskriminasi; keadilan — dengan
mempromosikan rule of law, penegakan hukum dan
pelaksanaan peradilan yang efektif dan adil, dan

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

sebagaimana mestinya, keterwakilan yang adil di
lembaga-lembaga yang menjalankan rule of law; dan
ketidakamanan — dengan memperkuat tata
pemerintahan yang bertanggung jawab maupun
transparan serta keamanan manusia.’

Kofi Annan, Pencegahan Konflik Bersenjata, Laporan
Sekretaris Jenderal®

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat
dengan pria dan wanita. Karena itu, ‘gender’ merujuk pada
perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis
kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan
perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar
kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada
hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang
meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang
dan pada semua tingkatan.”

lanjut lihat Tool tentang

Untuk informasi lebih
RSK dan Gender

Keamanan, pembangunan yang berkelanjutan,
keadilan dan kesetaraan saling bergantungan.
Kesetaraan gender merupakan tujuan sekaligus
prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Menenun isu-isu gender ke dalam susunan reformasi
peradilan pada tahap sedini mungkin akan membuat
reformasi tersebut lebih kuat, lebih berkelanjutan dan
tanggap terhadap proporsi masyarakat yang lebih
besar. Pada dasarnya gender penting bagi setiap
reformasi peradilan yang ingin memenuhi standar
internasional di bidang HAM, tata pemerintahan yang
baik dan demokrasi.

Gender penting dalam reformasi peradilan untuk:

® Menjamin agar Para Negara memenuhi tanggung
jawab mereka menurut hukum internasional.

® Menanggapi kebutuhan peradilan khusus semua
golongan masyarakat.

® Membangun kepercayaan terhadap sektor
peradilan.

® Menjamin sektor peradilan yang representatif dan
sah.

m Mereformasi undang-undang yang diskriminatif dan
meningkatkan perlindungan HAM.

® Menghapuskan kekebalan hukum atas kekerasan
berbasis gender (GBV).

® Menjamin akses keadilan yang setara.

® Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor
peradilan.
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3.1 Menjamin agar Para Negara
memenuhi tanggung jawab mereka
menurut hukum internasional

Konvensi dan perjanjian internasional mungkin
mengembani kewajiban-kewajiban tertentu. Para
Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi
instrumen hukum internasional mungkin dibebankan
secara hukum oleh ketentuan-ketentuannya.
Instrumen hukum internasional yang terkait meliputi:

m Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW, Convention for the
Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, 1979), suatu konvensi HAM, adalah
sumber hukum internasional yang mengikat bagi
Para Negara yang telah menandatangani dan
meratifikasinya.

® Dalam Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995),
para negara berjanji akan ‘menyusun strategi untuk
menjamin agar reviktimisasi korban kekerasan
wanita tidak terjadi akibat undang-undang atau
peradilan atau praktik penegakan hukum yang tidak
peka terhadap gender...”®

®m Model Strategi dan Langkah Praktis PBB untuk
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di
Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan
Pidana menganjurkan agar para negara mengkaji
ulang, menilai dan merubah hukum acara pidana
mereka untuk menjamin agar: ‘Wanita yang rentan
terhadap kekerasan mendapat kesempatan untuk
memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan
sejajar dengan saksi lainnya dan agar tersedia
langkah-langkah untuk memfasilitasi kesaksian ini
dan melindungan privasi mereka’.®

® Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
(2000) menyerukan agar para negara ‘menghormati
sepenuhnya hukum internasional yang berlaku
pada hak-hak dan perlindungan wanita dan anak
perempuan’ dan ‘mengambil langkah-langkah
khusus untuk melindungi wanita dan anak
perempuan dari kekerasan berbasis gender’.

Instrumen Regional dan

Lihat Lampiran UU dan
Internasional

Pemahaman tentang tanggung jawab negara atas
pelanggaran HAM semakin meluas belakangan ini
sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran HAM
oleh suatu negara atau lembaga-lembaganya tapi
juga pelanggaran HAM oleh para aktor swasta. Para
Negara wajib secara positif untuk mencegah,
menyelidiki dan menghukum kejahatan yang
berkaitan dengan GBV dan diskriminasi.10 Bila suatu
negara melalaikan kewajiban untuk bertindak
sebagaimana mestinya (act with due diligence) untuk
mencegah, menyelidiki dan menghukum
pelanggaran, termasuk diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan
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perdagangan manusia, maka negara bertanggung
jawab menurut hukum HAM internasional.

Pertimbangan untuk menentukan kepatuhan
kewajiban suatu negara untuk bertindak sebagaimana
mestinya mengenai GBV dan diskriminasi meliputi:"’

= Ratifikasi instrumen HAM internasional
® Jaminan konstitusi atas kesetaraan gender

®m Adanya perundang-undangan nasional dan/atau
sanksi administrastif yang memberikan ganti rugi
bagi korban GBV

m Kebijakan atau rencana aksi yang menangani GBV

m Sifat kepekaan gender sistem peradilan pidana dan
kepolisian

® Kemudahan hubungan dan ketersediaan layanan
dukungan

®m Adanya langkah-langkah untuk meningkatkan
kesadaran dan mengubah kebijakan yang
diskriminatif di bidang pendidikan dan media

® Pengumpulan data dan statistik tentang GBV

3.2 Menanggapi kebutuhan peradilan

Isu gender mempengaruhi bagaimana orang — pria,
wanita, anak lelaki dan anak perempuan — mengalami
keamanan dan mendapatkan atau tidak boleh
mendapatkan hak-hak asasi manusia mereka. Perlu
diakui bahwa masyarakat bersifat heterogen; orang-
orang memiliki kekuatan, kebutuhan, prioritas, sumber
daya, jaringan, dan lain-lain, yang berbeda.
Melibatkan suara masyarakat lokal, terutama suara
para wanita dan kelompok masyarakat yang kurang
terwakili lainnya, selama proses reformasi sangat
penting untuk menentukan isu-isu yang relevan yang
mencakup semua golongan masyarakat.

Hal ini memungkinkan reformasi peradilan
menanggapi dengan lebih baik masalah-masalah
khusus semua kelompok masyarakat.

3.3 Membangun kepercayaan terhadap
sektor peradilan

Kerja sama antara sektor peradilan dan masyarakat
sipil untuk menentukan dan menangani isu-isu gender
selama proses reformasi dapat membantu
menciptakan suasana saling percaya. Pemulihan
atau penciptaan kepercayaan terhadap sektor
peradilan sangat penting agar sektor peradilan dapat
menjalankan fungsinya. Bila masyarakat tidak
percaya terhadap lembaga peradilan, mereka akan
mencari cara lain untuk menyelesaikan perkara
mereka, termasuk main hakim sendiri.




3.4 Menjamin sektor peradilan yang
representatif dan sah

Untuk mendapatkan legitimasi di mata masyarakat,
sektor peradilan harus mencerminkan masyarakat
yang mereka layani. Saat ini para wanita kurang
terwkaili di sektor peradilan banyak negara, dan
sering berada di tingkat rendah dalam organisasi
peradilan, termasuk pengadilan keluarga. Walaupun
data statistik global nampaknya tidak tersedia:

m Sejak tanggal 1 April 2007, di lembaga peradilan
Inggris dan Wales, jumlah wanita mencapai 9,26%
dari Hakim Pengadilan Tinggi dan 22,4% dari Hakim
Pengadilan Negeri.*?

® Pada tahun 2004, di Indonesia, jumlah wanita
mencapai 15,6% dari hakim Mahkamah Agung dan
16,2% dari hakim Pengadilan Umum."®

® Pada tahun 2004, di Kosta Rika terdapat 386 hakim
pria dan 334 hakim wanita. Tapi mayoritas hakim
wanita berada di tingkat bawah dalam piramida
organisasi peradilan.

m Secara global, pada tahun 2005 jumlah wanita
mencapai 15,8% dari para Menteri Kehakiman.®

Wanita dan kelompok masyarakat minoritas lainnya —
yang menjabat sebagai hakim, jaksa, pengacara dan
staf administrasi pengadilan — memperkuat legitimasi
lembaga peradilan dan membuat pengadilan lebih
terjangkau bagi masyarakat yang dilayaninya. Wanita
dan kelompok minoritas pada jabatan tingkat tinggi di
sektor peradilan berperan bukan hanya sebagai
model peran bagi masyarakat, tapi bisa juga
memperjuangkan isu kesetaraan dan non-
diskriminasi. Selain itu, partisipasi wanita di sektor
peradilan harus dipahami sebagai penggunaan
sumber daya manusia yang efisien. Negara modern
tidak mampu kehilangan kekuatan dan energi
intelektual separuh dari rakyatnya.'®

3.5 Mereformasi undang-undang yang
diskriminatif dan meningkatkan
perlindungan HAM

‘Hukum adalah wujud paling formal dari kebijakan
pemerintah. Tanpa perlindungan hukum, tidak ada
penolong atau tempat berlindung bagi wanita bila
mereka menghadapi diskriminasi yang
mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka,
yang meliputi keamanan, integritas tubuh, kehidupan
keluarga, status sosial, serta prospek politik,
ekonomi dan sosial. Reformasi hukum diperlukan
untuk mewujudkan keadilan gender.’

Pernyataan Yang Mulia Navanethem Pillay, Hakim,
Pengadilan Pidana Internasional”

Kesenjangan antara standar HAM dan hukum
nasional tentang isu-isu yang berkaitan dengan
keadilan gender masih lebar di banyak negara.
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Banyak negara masih mempertahankan undang-
undang yang jelas diskriminatif sehubungan dengan
pemilikan tanah, GBV, perkawinan, pengasuhan
anak, warisan, lapangan kerja dan orientasi seksual.
Beberapa contoh ini dibahas lebih terperinci pada
Bagian 4.4. Masalahnya sangat sulit diatasi bila
selain hukum tertulis yang mendukung kesetaraan
juga terdapat hukum lain, baik hukum formal atau
hukum adat, yang bersifat diskriminatif.

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum
terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun
yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan
pemerkosaan — rasa malu dan keaiban mestinya
dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang
bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan
sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan
sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum
serta keamanan global yang telah mengabaikan,
mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana
mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin'®

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban
GBV, khususnya korban kekerasan seksual. Akibat
takut dengan stigma, sebagian besar korban tidak
pernah melaporkan kejadian tersebut. Hal ini lebih se-
ring terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan korban
GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender
(LGBT), yang mungkin rentan terhadap pelecehan/
kekerasan lainnya akibat orientasi seksual mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat
di pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim sering me-
nganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai
masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan
hukum. Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan
kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi
sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari
polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan.
Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis
gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah
diberi hukuman ringan. Di sebagian negara, hukuman
yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual
merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan
kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa
menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.®

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara
Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura
(Bujumbura-based Association of Women Lawyers),
yang membahas kemauan lembaga peradilan untuk
menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini
menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk
menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil. Ini
suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke
meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera
dibebaskan.’Banyak korban tidak berusaha
mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan
ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering

s
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m Sembilan 'P' dalam reformasi peradilan dan gender

Perencanaan - melibatkan para pemangku kepentingan lokal dan perspektif gender pada tahap paling awal strategi dan selama proses reformasi.
Pemitraan - kolaborasi dan kerja sama antara dan di kalangan berbagai pemangku kepentingan nasional: lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan,
perhimpunan pengacara, fakultas hukum, masyarakat sipil, jaringan wanita dan pemangku kepentingan internasional (PBB, para negara donor, para
LSM internasional).

Partisipasi — mempromosikan partisipasi pria dan wanita, dari berbagai golongan masyarakat, sebagai aktor di sektor peradilan: hakim, jaksa,
pengacara, dan staf administrasi pengadilan.

Pencegahan - pencegahan diskriminasi berbasis gender dan GBV melalui reformasi hukum, kebijakan dan prosedur di sektor keamanan dan
peradilan, baik secara internal, di lembaga-lembaga peradilan dan keamanan, maupun secara eksternal di masyarakat.

Prosedur - penyusunan prosedur, kebijakan dan praktik yang mempromosikan akses keadilan yang setara bagi pria dan wanita dalam sistem
formal, transisional, informal dan alternatif.

Perlindungan - perlindungan korban dan saksi atas diskriminasi berbasis gender dan GBV: keamanan, tempat penampungan, bantuan hukum dan
pembayaran ganti rugi.

Penuntutan/Pemidanaan - menuntut pelaku pelanggaran hukum - tidak ada kekebalan hukum, secara internal di lembaga peradilan maupun
eksternal di masyarakat.

Penyadaran Masyarakat — kampanye untuk memberi tahu masyarakat tentang undang-undang yang melarang tindakan diskriminasi dan
kekerasan berbasis gender serta kebijakan dan praktik yang melaksanakan undang-undang tersebut.

Pelaksanaan - pengawasan, secara internal di sektor peradilan dan secara eksternal oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya; pemantauan

kemajuan reformasi peradilan.

diselesaikan ‘secara kekeluargaan” dengan ganti rugi
berupa sapi atau uang.?

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum
terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun
yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan
pemerkosaan — rasa malu dan keaiban mestinya
dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang
bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan
sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan
sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum
serta keamanan global yang telah mengabaikan,
mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana
mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin'®

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban
GBV, khususnya korban kekerasan seksual. Akibat
takut dengan stigma, sebagian besar korban tidak
pernah melaporkan kejadian tersebut. Hal ini lebih
sering terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan
korban GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender
(LGBT), yang mungkin rentan terhadap pele-
cehan/kekerasan lainnya akibat orientasi seksual
mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat
di pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim sering me-
nganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai
masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan
hukum. Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan
kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi
sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari
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polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan.
Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis
gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah
diberi hukuman ringan. Di sebagian negara, hukuman
yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual
merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan
kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa
menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.®

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara
Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura
(Bujumbura-based Association of Women Lawyers),
yang membahas kemauan lembaga peradilan untuk
menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini
menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk
menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil. Ini
suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke
meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera
dibebaskan.’Banyak korban tidak berusaha
mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan
ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering
diselesaikan ‘secara kekeluargaan” dengan ganti rugi
berupa sapi atau uang.?°

Akibat kegagalan lembaga peradilan menghukum
pelaku GBV, dan juga kurangnya dukungan medis
dan psikologis yang memadai, penyintas kasus GBV
bisa mengalami depresi berat, bahkan bisa sampai
bunuh diri. Di Afghanistan, ketidakpedulian penga-
dilan terhadap banyaknya pelanggaran hak-hak
wanita menyebabkan banyak kasus pengorbanan diri
dan bentuk-bentuk bunuh diri lainnya di kalangan
wanita.?!

Kejahatan yang tidak dihukum menyuburkan budaya
kekebalan hukum dan pelanggaran hukum. Keke-
balan hukum melemahkan landasan masyarakat yang
baru keluar dari konflik dengan mengesahkan ke-
kerasan. Kekebalan hukum melestarikan ketidaksta-




bilan dan membuat wanita rentan terhadap ancaman
konflik baru.22 Rule of law merupakan aspek yang
sangat penting dari tata pemerintahan yang baik,
perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, tingginya kasus kekerasan seksual dan
GBV menyebabkan kasus HIV/AIDS yang lebih tinggi
— salah satu ancaman terbesar terhadap pembangun-
an yang berkelanjutan dan keamanan.

3.7 Menjamin akses keadilan yang setara

Perdamaian dan rekonsiliasi meningkat bila wanita
dan pria dapat minta bantuan pengadilan,
penengahan atau mekanisme tradisional untuk
menyelesaikan perkara dan meminta pertang-
gungjawaban pelaku kejahatan. Akses keadilan bisa
terhambat karena berbagai sebab, yang banyak di
antaranya sangat mempengaruhi wanita, korban GBV
dan orang-orang dari kelompok masyarakat minoritas:

= Pengetahuan: banyak wanita dan pria tidak me-
ngetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana
mereka dapat mempertahankan hak-hak ini untuk
mendapatkan ganti rugi atas kejahatan dan
pelanggaran perdata.

= Sumber daya: banyak korban kekerasan, diskri-
minasi atau pelecehan tidak memiliki sumber daya
keuangan untuk membawa perkaranya ke
pengadilan dan karena itu diam saja. Banyak ke-
tidaksetaraan dalam akses keadilan disebabkan ka-
rena pria sering lebih mampu membayar pengacara
yang cakap. Dalam kasus diskriminasi gender atau
kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa biasanya
mendapatkan perwakilan hukum tapi korban tidak,
karena korban tidak mampu mendapatkannya.

® Kekhawatiran: banyak korban dan saksi takut
memberikan kesaksian, terutama berkaitan dengan
kejahatan GBV. Keamanan umumnya masih ku-
rang bagi saksi dan korban di ruang pengadilan dan
tempat penampungan yang tersedia masih sedikit.
Korban dan saksi GBV sering membutuhkan
perintah perlindungan, yang jarang tersedia di luar
negara-negara maju.

m Korupsi: dalam banyak kasus, prosedur peradilan
yang korup membuat para wanita tidak mungkin
memenangkan perjuangan hukum dengan cara
yang transparan dan terbuka. Putusan pengadilan
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yang menguntungkan penawar tertinggi umumnya
merugikan wanita.

® Transportasi: perjalanan ke pengadilan, yang sering
hanya terdapat di kota, mungkin sulit dan mahal.

® Penitipan anak: kebanyakan korban GBV adalah
wanita; banyak di antaranya memiliki anak kecil
yang perlu diasuh. Mungkin sulit bagi mereka untuk
melakukan penitipan anak selama persidangan
perkara di pengadilan.

® Bahasa: mungkin terdapat beberapa dialek dan
bahasa tradisional yang dipakai, terutama di daerah
pedesaan. Persidangan mungkin dilakukan dalam
bahasa yang tidak dipahami korban.

m Diskriminasi: praktik-praktik diskriminatif personel
pengadilan terhadap wanita, kelompok minoritas
dan kelompok etnis tertentu.

Reformasi peradilan yang efektif harus mencakup
kebijakan dan praktik yang menjamin sensitivitas
gender dan non-diskriminasi dalam praktik dalam
lembaga peradilan, dan juga langkah-langkah nyata
untuk menjamin akses keadilan bagi semua.

3.8 Memperkuat pengawasan dan
pemantauan atas sektor peradilan

Para LSM dan masyarakat sipil memainkan peran
penting dengan memantau jalannya persidangan,
hukuman dan aspek-aspek lainnya dalam lembaga
peradilan, dan dengan selalu memberitahukan
masalah peradilan kepada masyarakat.

Mekanisme pengawasan dan pemantauan sangat
penting untuk menjamin proses reformasi yang efekif.
Pengawasan di dalam lembaga pengadilan untuk
menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur non-diskriminatif bisa sangat membantu
dalam menyoroti tanda-tanda peringatan awal adanya
masalah.

Begitu pula, pengawasan masyarakat sipil atas sektor
keamanan dapat mengidentifikasi isu-isu yang muncul
sehingga isu-isu tersebut dapat ditangani sebelum
menjadi ancaman keamanan.

w Jaringan wanita mendesak negara-negara Afrika untuk menandatangani

protokol hak-hak wanita Afrika

Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika (SOAWR, Solidarity for African Women'’s Rights), sebuah kelompok payung yang mewakili 19 kelompok hak-
hak wanita di beberapa negara Afrika, mengirimkan secara terbuka kartu-kartu merah kepada para pemimpin 12 negara Afrika pada Pertemuan
Puncak Uni Afrika karena tidak menandatangani Protokol Uni Afrika tentang Hak-Hak Wanita di Afrika. Kartu merah tersebut berbunyi: ‘Anda
telah menerima kartu merah dari Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika, sebuah koalisi organisasi-organisasi yang mengkampanyekan ratifikasi
Protokol tentang Hak-Hak Wanita. SOAWR melakukan ini untuk mendesak negara-negara Afrika untuk meratifikasi piagam tersebut yang
mencakup berbagai isu HAM dan merupakan kerangka hukum menyeluruh untuk melindungi hak-hak wanita.’”
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Bagaimana gender dapat
dipadukan ke dalam reformasi
peradilan?

Setiap proses reformasi peradilan sangat spesifik
konteks. Menyediakan waktu untuk menentukan kea-
daan, kebutuhan, tantangan, kesenjangan dan peluang
khusus dalam situasi tertentu akan membuat proses
lebih mungkin berhasil dan berkelanjutan, sehingga
pada gilirannya memperkuat stabilitas dan keamanan.

Karena pertimbangan gender sangat penting bagi
reformasi peradilan yang efektif, pertimbangan gender
harus dimasukkan ke dalam rencana keseluruhan.
Faktor-faktor selain gender yang dapat mempengaruhi
isu-isu ketidaksetaraan, kekerasan dan diskriminasi,
seperti ras, etnis, kelas, agama, pendidikan, status
ekonomi, orientasi seksual, kesehatan, bahasa dan
lokasi geografis, juga harus dipertimbangkan sedapat
mungkin. Pemahaman akan pangkal kunci dan dam-
pak diskriminasi berbasis gender, kekerasan dan kon-
flik sangat penting untuk membentuk suatu pendekatan
yang mempertimbangkan ketidaksetaraan gender.

Para pemangku kepentingan utama dari lembaga per-
adilan, kejaksaan, perhimpunan hukum, kepolisian,
lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sipil harus
dilibatkan pada tahap perencanaan sedini mungkin
untuk menentukan dan menyatakan dengan jelas
tujuan dari proses reformasi tersebut. Kerja sama dan
kolaborasi awal antara dan di kalangan berbagai pe-
mangku kepentingan nasional dan internasional akan
menghasilkan pendekatan yang lebih terkoordinasi da-
lam reformasi peradilan. Para LSM telah lama menjadi
pendukung kesetaraan wanita: kegiatan pemantauan
pemerintah, pelaporan pelanggaran, kampanye untuk
perubahan dan pemberian bantuan secara langsung
kepada wanita. Misalnya, kerja sama dengan jaringan
wanita, dan juga perhimpunan pengacara, serta kelom-
pok-kelompok LGBT bisa sangat penting untuk mema-
hami kenyataan isu-isu peradilan gender, dan juga
untuk membangun legitimasi bagi proses reformasi.

4.1 Penilaian yang peka terhadap gender
atas sektor peradilan

Proses reformasi harus mencakup penilaian yang
peka terhadap gender atas sektor peradilan.

Daftar periksa untuk penilaian sensitif gender
(tidak termasuk segalanya):

v Tentukan instrumen HAM internasional dan regional
mana yang telah diratifikasi oleh negara.

v Kaji ulang konstitusi dan undang-undang nasional
tentang persesuaian dengan ketentuan HAM
internasional dan regional, termasuk yang berkaitan
dengan kesetaraan gender.

v Kaji ulang undang-undang dan kebiasaan adat dan
agama untuk mengetahui adanya praktik diskrimi-
natif, mengingat standar HAM nasional dan interna-
sional.

v Lakukan penilaian apakah terdapat undang-undang
yang memadai untuk mencegah diskriminasi, mi-
salnya: undang-undang yang melarang diskriminasi
terhadap perempuan dan pria penderita HIV/AIDS,
diskriminasi berdasarkan kehamilan, maternitas
atau perkawinan; pelecehan seksual di tempat
kerja.

v Melalui wawancara dengan sejumlah orang yang
mewakili berbagai lapisan masyarakat, lakukan pe-
nilaian bagaimana pelaksanaan sistem hukum ‘da-
lam praktiknya’ bagi wanita dan pria, termasuk
alternatif selain lembaga peradilan formal. Berikan
perhatian khusus pada prosedur, peraturan dan
praktik yang mempengaruhi akses keadilan.

v Bila tersedia, kaji ulang pangkalan data statistik,
arsip pengadilan dan arsip lembaga lainnya untuk
menilai siapa yang menggunakan lembaga peradil-
an dan untuk jenis tuntutan apa, dan bagaimana ha-
silnya. Apakah wanita dan kelompok sosial tertentu
lainnya tidak mengajukan perkara ke pengadilan?
Kalau benar, mengapa?

v Kaji ulang apa jenis hukuman yang digunakan bagi
pelaku kejahatan, dengan perhatian khusus pada

Timor Leste — masyarakat sipil mempengaruhi isi konstitusi

Sebuah kelompok kerja tentang Wanita dan Konstitusi, yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, dibentuk dan, melalui konsultasi
dengan Satuan Urusan Gender, mengadakan konsultasi dengan kelompok-kelompok wanita di seluruh negeri tentang isu-isu penting yang
mempengaruhi para wanita di Timor Leste. Pada akhir proses ini Piagam Hak-Hak Wanita di Timor Leste disepakati, dengan delapan ribu tanda-
tangan dikumpulkan, sebagian besar dari para wanita, yang mendukung Piagam tersebut. Piagam ini kemudian disampaikan kepada para
Anggota Majelis Konstituen. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini menghasilkan

Konstitusi Timor Leste. Konstitusi tersebut mencakup ketentuan berikut:

® Salah satu tujuan utama negara adalah mempromosikan dan menjamin kesamaan kesempatan yang efektif antara wanita dan pria serta non-
diskriminasi berdasarkan gender.

8 Wanita dan pria harus memiliki hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan keluarga dan bidang politik, ekonomi, sosial dan
budayal.

® Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela oleh para pihak dan berdasarkan kesetaraan penuh antara calon suami dan isteri.
= Wanita berhak mendapatkan cuti hamil tanpa kehilangan gaji atau segala tunjangan lainnya.?
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hukuman bagi kejahatan GBV dan kejahatan yang
mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat
yang terpinggirkan.

v Lakukan analisis gender atas anggaran sektor
peradilan — bagaimana sumber daya ditujukan pada
pria dan wanita?

v Lakukan penilaian partisipasi wanita dalam sistem
pendidikan hukum, profesi hukum dan lembaga
peradilan.

4.2 Reformasi hukum

Masa transisi dan situasi pasca-konflik dapat mem-
berikan jendela peluang yang singkat untuk merubah
dan merancang kembali konstitusi dan perundang-un-
dangan, yang memberikan dampak jangka panjang
bagi perdamaian, keamanan dan status dari ke-
lompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat,
termasuk wanita.

Perjanjian dan instrumen HAM internasional dan
regional

Setidaknya, para negara harus menyepakati dan
meratifikasi perjanjian dan konvensi HAM inter-
nasional dan regional, tanpa syarat, dan mematuhi
semua instrumen HAM internasional.

Instrumen Internasional dan

Lihat Lampiran UU dan
Regional

Masyarakat sipil bisa efektif dalam melobi pemerintah
untuk meratifikasi perjanjian (lihat Kotak 3).

Reformasi konstitusi

Konstitusi dapat menjadi sangat penting dalam penca-
paian kesetaraan gender dan pencegahan dis-
kriminasi dan kekerasan berbasis gender. Reformasi
konstitusi sering menjadi bagian dari proses pasca-

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

Penanganan pemilikan tanah
wanita di Rwanda

Setelah genosida Rwanda, Pemerintah perlu menangani semakin
banyaknya kepala keluarga wanita yang tidak memiliki tanah.
Sebuah meja gender dibentuk di Parlemen dan merubah undang-
undang yang mendiskriminasi wanita. Meja ini berhasil mengusulkan
agar wanita diberi hak untuk mewarisi harta dari orang tua atau suami
mereka, dan para janda harus dapat memperoleh kembali harta dari
saudara prianya suami mereka yang telah meninggal. Walaupun
proses tersebut berhasil melembagakan dukungan bagi hak-hak
wanita, undang-undang baru yang memberikan hak memperoleh
harta kepada wanita sulit dilaksanakan pada tingkat lokal. Kelompok
tradisionalis enggan mengubah adat yang telah berumur ratusan
tahun, dan para aktivis hak-hak wanita Rwanda memperingatkan
bahwa, tanpa pendidikan nasional tentang hak-hak baru mereka,
undang-undang tersebut tidak akan dilaksanakan.?

konflik dan transisi, dan memberikan landasan se-
bagai dasar reformasi peradilan. Misalnya, konstitusi
dapat menegaskan bahwa HAM harus diperoleh se-
mua orang, tanpa mengindahkan gender atau orien-
tasi seksual, atau menetapkan bahwa instrumen
hukum internasional dan regional, bila sudah dira-
tifikasi, otomatis berlaku sebagai undang-undang da-
lam negeri. Masyarakat sipil dan LSM bisa sangat
efektif dalam menuntut agar isu-isu ini dimasukkan
dalam konstitusi (lihat Kotak 4).

Perundang-undangan nasional

Setidaknya, perundang-undangan nasional harus
mencerminkan definisi dan standar dalam instrumen
HAM internasional dan regional. Undang-undang
yang sudah ada harus dikaji ulang dan bila perlu un-
dang-undang baru disahkan untuk melarang secara
khusus semua bentuk GBV dan diskriminasi. Penyu-
sunan efektif undang-undang ini memerlukan proses
yang konsultatif dan menampung pendapat para kor-
ban/penyintas serta LSM-LSM wanita, melalui dialog
dengan praktisi yang akan menerapkan dan mene-
gakkan undang-undang tersebut.

Kepemilikan tanah

Perkara atas tanah merupakan salah satu ancaman
besar terhadap keamanan, terutama selama masa

Memanfaatkan hukum internasional untuk mengatasi diskriminasi dalam

praktik pewarisan di Kenya?®

Perihal Wachokire, Kasus Warisan No. 192 of 2000, Pengadilan Negeri Thika, Agustus 19, 2002

Jane Watiri memohonkan kepada pengadilan untuk memberikan kepadanya setengah dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya yang tempat
kediaman pemohon tersebut bersama empat anaknya. Saudara lelakinya berkeberatan, dengan alasan bahwa dia telah mengolah sebagian tanah
tersebut yang lebih besar ketika ayahnya masih hidup dibandingkan dengan saudara perempuannya dan karena itu berhak mendapatkan bagian
yang lebih luas itu. Hakim Utama Senior H.A. Omondi menemukan bahwa menurut hukum adat Kikuyu, seorang wanita yang belum menikah seperti
Watiri tidak memiliki hak waris yang sama akibat harapan bahwa dia akan menikah. Hakim Omondi memutuskan bahwa ketentuan adat ini
mendiskriminasi wanita karena melanggar Pasal 82 Ayat 1 Konstitusi Kenya, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan ini
juga melanggar Pasal 18 Ayat 3 Piagam Banjul dan Pasal 15 Ayat 1-3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
yang memberikan persamaan di hadapan hukum antara pria dan wanita. Karena itu, Hakim Omondi memberi Watiri dan saudara lelakinya masing-

masing bagian yang sama dari harta peninggalan ayah mereka.




Toolkit Gender dan RSK

Praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi

pemerkosaan

Institut Raoul Wallenberg menentukan daftar berikut ini sebagai praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi pemerkosaan.

Definisi hukum pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya bersifat netral gender.

Kejahatan seksual diperlakukan setara baik yang terjadi dalam atau tanpa hubungan perasaan.

Pemerkosaan dan juga kejahatan seksual lainnya merupakan kejahatan publik.

Definisi kejahatan seksual didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada tidak adanya persetujuan.
Persetujuan tidak ditunjukkan oleh tidak adanya perlawanan.

Bukti yang menguatkan tidak diperlukan untuk pernyataan bersalah.

Tindakan seksual didefinisikan secara luas dan penetrasi bukan prasyarat.

Batas usia tertentu, yang di bawahnya persetujuan dianggap tidak ada, dimaksudkan untuk melindungi orang muda.

Laporan ini selanjutnya menentukan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan hukum secara efektif. Lembaga-lembaga ini meliputi:

Polisi khusus, termasuk polisi wanita, untuk menangani kasus kejahatan seksual.

Pedoman yang menjelaskan bagaimana polisi wajib bertindak daam kasus kejahatan seksual.
Penyintas boleh melaporkan kejahatan seksual dalam bahasa mereka sendiri.

Kemungkinan mengajukan pengaduan tanpa nama untuk dimasukkan catatan polisi.

Pangkalan data nasional pelaku kejahatan seksual.

Satuan kejahatan seksual dibentuk pada tingkat kejaksaan nasional.

Semua hakim diberi pelatihan tentang sifat dan dampak dari kejahatan seksual.

Bagian pengadilan khusus untuk menangani kejahatan seksual secara efektif.

Ketentuan pembuktian yang umumnya melarang bukti tentang riwayat dan reputasi seksual penyintas.

Langkah-langkah perlindungan, seperti penggunaan tirai dan pintu tertutup, untuk menjamin agar penyintas terlindung dari viktimisasi sekunder
saat memberikan kesaksian.

Usia saksi dipertimbangkan dalam pelaksanaan langkah-langkah perlindungan.

Bantuan diberikan kepada korban yang mencakup pusat dukungan multi-disipliner.

Bagian khusus di lembaga pelayanan kesehatan nasional.

Penyintas penganiayaan seksual selalu diperiksa oleh staf pelayanan kesehatan dengan jenis kelamin yang sama.
Kontrasepsi darurat gratis, obat anti-retrovirus dan antibiotik untuk mencegah penyakit menular seksual.

Protokol nasional untuk pengumpulan bukti dan perawatan psikologis.

Ketersediaan perangkat bukti serangan seksual dan bantuan hukum gratis.

Biaya finansial yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dibayar kembali oleh negara.

Saluran telepon 24-jam untuk mendapatkan penyuluhan dan nasihat tentang kejahatan seksual.

Penyuluhan dan pendidikan dapat diperoleh dengan mudah oleh penyintas pemerkosaan dalam berbagai bahasa.
Kampanye penyadaran masyarakat dalam berbagai format media dan bahasa.

Kerangka kebijakan yang mencakup rencana aksi dan kebijakan nasional yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan/atau pencegahan
kejahatan yang menangani pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya.

pasca-konflik dan transisi yang rapuh. Setelah konflik,
orang kembali ke rumah mereka yang sering telah
dihuni orang lain. Penghuni baru tersebut mungkin
melarikan diri dari daerah lain atau bertanggung jawab
atas pengusiran mantan pemilik. Prosedur hukum
untuk menangani perkara atas tanah harus jelas dan
terjangkau.
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Di banyak negara wanita tidak berhak memiliki atau
mewarisi harta. Hal ini sangat problematik di negara-
negara pasca-konflik yang di dalamnya banyak wanita
yang menjadi janda dan menjadi kepala keluarga tapi
tidak dapat memiliki tanah yang dulu mereka huni.
Mereka dapat diusir dari tanah mereka, tanpa cara
untuk menanam tanaman untuk memperoleh peng-
hasilan atau untuk dimakan sendiri (lihat Kotak 5, 6).




Kekerasan berbasis gender

GBV merupakan kejahatan yang sering terjadi dan
umumnya tidak dijatuhi hukuman. GBV sering
dikelilingi budaya rahasia, dan jenis GBV tertentu
sering tidak dipidanakan sebagaimana mestinya
dalam perundang-undangan nasional. Misalnya:

m Kekerasan dalam rumah tangga: Penelitian
menunjukkan antara 25% hingga 50% dari semua
wanita di dunia pernah dianiaya oleh pasangan
intimnya. Wanita merupakan hampir 95% korban
kekerasan dalam rumah tangga. Di kebanyakan ne-
gara, perundang-undangan menggolongkan keke-
rasan dalam rumah tangga sebagai suatu
pelanggaran daripada kejahatan berat, dan tidak
dengan tegas melindungi wanita dari pemerkosaan
dalam perkawinan dan penguntitan. Tapi telah ter-
jadi kemajuan: perkosaan dalam perkawinan seka-
rang diakui sebagai kejahatan di kurang lebih 50
negara.?’

m Kejahatan kehormatan: Kejahatan terhadap wanita
yang dilakukan atas nama ‘kehormatan’ dapat
terjadi di dalam keluarga atau di dalam masyarakat.
Diperkirakan 5.000 wanita dibunuh oleh anggota ke-
luarganya setiap tahun dalam pembunuhan ‘kehor-
matan’ di seluruh dunia. Di pengadilan, ‘pembelaan
kehormatan’ diterapkan di sebagian negara Timur
Tengah dan Amerika Latin, yang memungkinkan
ayah, saudara lelaki atau suami lolos dari hukuman.
Di duabelas negara Amerika Latin, pembebasan da-
ri hukuman bagi pemerkosa dimungkinkan bila dia
mau mengawini korban dan korban menerimanya.
Keluarga korban sering mendesak korban untuk
menikah dengan pemerkosanya, yang menurut me-
reka dapat memulihkan kehormatan keluarga.

Bila tidak dicegah, GBV dapat menimbulkan budaya
kekebalan hukum, yang pada gilirannya merusak
perdamaian dan keamanan.

Kekerasan seksual

Di banyak negara, perundang-undangan nasional
tidak menyediakan kerangka hukum yang mengakui
segala bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan.
Misalnya, perundang-undangan mungkin mensyarat-
kan penggunaan kekerasan dalam suatu tindak ke-
kerasan seksual, daripada tidak adanya persetujuan.
Sebagian perundang-undangan hanya mengakui
pemerkosaan dan tidak mengakui bentuk-bentuk
kekerasan seksual lainnya, dan/atau membatasi pe-
merkosaan pada penetrasi vagina. Kekerasan sek-
sual terhadap pria dan anak lelaki sering tidak diliputi
undang-undang. Di sebagian negara, kelemahan hu-
kum yang mengatur kekerasan seksual bersumbur
dari standar pembuktian dan ketentuan prosedur. Mi-
salnya, di banyak negara Muslim yang menerapkan
hukum shariah, dua orang lelaki harus menyaksikan
tindak kekerasan tersebut.?®

Institut Raoul Wallenberg untuk HAM dan Hukum
Kemanusiaan telah menyusun praktik-praktik terbaik
di empat bidang hukum yang sangat penting
sehubungan dengan gender: kekerasan dalam rumah
tangga/pemerkosaan; penetapan paternitas;
perkawinan adat; dan pengakhiran kehamilan.?®
Praktik-praktik terbaik yang terdapat dalam laporan

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

tersebut terdiri dari tiga komponen: undang-undang,
kebijakan dan kenyataan. Suatu undang-undang tidak
dapat berdiri sendiri sebagai praktik terbaik tapi harus
disertai oleh kebijakan pemerintah atau negara untuk
pelaksanaannya. Faktor lain yang sangat penting bagi
keberhasilan reformasi hukum adalah konteks yang di
dalamnya reformasi hukum tersebut dilaksanakan.
Apa yang berhasil di satu negara mungkin gagal di ne-
gara lain, misalnya akibat perbedaan budaya, struktur
masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Begitu pu-
la, suatu praktik yang berhasil baik pada satu kelompok
tertentu mungkin tidak berhasil sama sekali pada
kelompok lain.*® Kotak 7 memberikan contoh praktik-
praktik terbaik sehubungan dengan pemerkosaan.

Orientasi seksual

Pelanggaran HAM yang ditujukan terhadap orang
karena fakta atau prasangka orientasi seksual atau
identitas gendernya merupakan pola global yang su-
dah mengakar. Pelanggaran ini meliputi pembunuhan
di luar proses hukum, penyiksaan dan penganiayaan,
serangan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran
privasi, penahanan secara sewenang-wenang,
penghambatan peluang kerja dan pendidikan serta
diskriminasi berat sehubungan dengan pelaksanaan
hak-hak lainnya. Undang-undang yang melarang
diskriminasi atau GBV berdasarkan orientasi seksual
atau identitas seksual dapat disahkan. Konstitusi
Afrika Selatan adalah konstitusi pertama di dunia yang
melarang diskriminasi tidak adil berdasarkan orientasi
seksual. Pada bulan Desember 2005, sebuah pu-
tusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mem-
berikan kesetaraan dalam pernikahan sipil bagi
pasangan gay dan lesbian untuk pertama kali di be-
nua Afrika. Beberapa negara lainnya telah mem-
perlihatkan kemajuan dalam memberantas
pelanggaran hak berdasarkan orientasi seksual atau
identitas gender:

= Di Fiji, pada bulan Agustus 2005 Pengadilan Tinggi
memutuskan bahwa undang-undang sodomi negara
itu bertentangan dengan konstitusi, dengan me-
nyatakan bahwa ‘Konstitusi mewajibkan bahwa un-
dang-undang mengakui perbedaan, menjunjung
martabat dan memungkinkan penghormatan setara
terhadap setiap warga negara sebagaimana adanya’.

= Di Rumania, sepuluh tahun desakan dalam negeri
dan internasional menghasilkan pencabutan un-
dang-undang sodomi dan pengesahan perundang-
undangan anti-diskriminasi umum.3'

Pada bulan April 2007, Parlemen Eropa mengesah-
kan resolusi tentang diskriminasi berdasarkan orien-
tasi seksual di Eropa:®?

Pasal (3) Mengulang permintaannya kepada Ko-
misi Eropa untuk menjamin agar diskriminasi ber-
dasarkan orientasi seksual di semua sektor
dilarang dengan menyelesaikan paket undang-un-
dang anti-diskriminasi yang didasarkan pada
Pasal 13 Perjanjian Komisi Eropa, tanpa mana go-
longan lesbian, gay, biseksual dan orang lainnya
yang menghadapi berbagai macam diskriminasi
akan tetap menghadapi risiko diskriminasi; me-
nyerukan dekriminalisasi di seluruh dunia terha-
dap homoseksualitas;
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Pasal (8) Mengulang himbauannya kepada
semua Negara Anggota untuk mengajukan
perundang-undangan untuk mengatasi
diskriminasi yang dialami oleh pasangan sejenis,
dan meminta Komisi Eropa untuk membuat
proposal untuk menjamin agar prinsip saling
menghormati juga diterapkan dalam hal ini, untuk
menjamin kebebasan bergerak bagi semua orang
di Uni Eropa tanpa diskriminasi...

Undang-undang yang mendiskriminasikan pria
dan anak lelaki

Pria dan anak lelaki juga terpengaruh oleh undang-
undang dan praktik yang diskriminatif. Misalnya,
sebuah pengadilan di Afrika Selatan menemukan
bahwa sebuah undang-undang yang mewajibkan
persetujuan ibu tapi tidak mewajibkan persetujuan
ayah untuk memungut anak alamiah bertentangan
dengan konstitusi atas alasan diskriminasi gender dan
diskriminasi berdasarkan status perkawinan.*

Diskriminasi de facto

Walaupun undang-undang melarang diskriminasi dan
mencantumkan langkah-langkah khusus untuk
memajukan wanita, diskriminasi terhadap perempuan
dan kelompok pria tertentu masih sering terjadi dalam
praktiknya (‘de facto’). Diskriminasi de facto
mencakup, misalnya, praktik perbankan yang
memerlukan suami menandatangani kontrak
isterinya; tidak terlaksananya ketentuan undang-
undang pertanahan yang mewajibkan hak milik
bersama bagi pasangan suami-isteri; dan
pelanggaran perundang-undangan tentang
kesempatan yang sama. Sikap budaya yang
diskriminatif, kebutahurufan, kurangnya kesadaran
hukum, kurangnya sumber daya untuk menegakkan
hak dan kesulitan menjangkau pengadilan yang
terletak di daerah perkotaan merupakan faktor-faktor
utama yang menyebabkan terjadinya diskriminasi de
facto.34

Peran masyarakat sipil dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum

Masyarakat sipil bisa sangat efektif dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum. Salah satu faktor pemungkin utama pada contoh-contoh berikut
adalah pendirian proaktif dan tegar kelompok-kelompok wanita. Kelompok-kelompok ini melakukan aksi pada tahap yang sangat awal, merumuskan
tuntutan mereka sebagai amandemen nyata, dan bersikap tegas meskipun menghadapi reaksi konservatif atau ketidakstabilan dan perubahan
politik. Mereka juga berhasil membentuk koalisi yang luas dan inklusif, dengan menjalin kemitraan dengan gerakan-gerakan lain dan menjamin
keterwakilan nasional untuk menghindari agar tidak dijuluki ‘sampingan' atau ‘dimotori nilai-nilai Barat'. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut
mempergunakan strategi kampanye profesional, yang menggabungkan berbagai metode yang meliputi penggunaan media secara ekstensif,
pemantauan ketat dan pemberian dukungan kepada parlemen, demonstrasi umum, kegiatan peningkatan kesadaran, dan pertemuan serta seminar.
Dalam setiap kegiatannya, kelompok-kelompok tersebut mengakui dan memanfaatkan secara efektif jendela peluang yang diberikan oleh konteks
politik atau sosial. Melalui kampanye dan reformasi, landasan filosofis perundang-undangan telah diubah, sehingga memberikan landasan baru
untuk mewujudkan hak-hak wanita.

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Mongolia, yang disahkan pada bulan Mei 2004, adalah hasil kerja sama antara dua LSM
terkemuka Mongolia dan satuan tugas parlementer bidang kekerasan dalam rumah tangga.

Di Maroko, reformasi undang-undang keluarga pada bulan Februari 2004 menghapuskan kekuasaan pria dalam pernikahan, dengan menentukan
suami dan isteri sebagai para mitra setara dalam lembaga keluarga. Ini merupakan langkah terobosan bagi para wanita Maroko. Undang-undang
keluarga yang direformasi tersebut memberi wanita hak-hak yang setara dengan pria dalam masalah perceraian dan menaikkan usia pernikahan
bagi wanita dari 15 menjadi 18 tahun; memberi wanita hak mendapatkan harta warisan; mengambil langkah-langkah untuk membatasi poligami
(walaupun belum sepenuhnya dilarang) dan mengakui hak-hak anak. Kampanye yang besar pengaruhnya oleh kelompok-kelompok wanita
Maroko, yang dipimpin oleh Association Démocratique des femmes du Maroc (Perhimpunan Demokratis Wanita Maroko), memotori reformasi
tersebut.®

Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Kekerasan Spanyol tahun 2004 disusun dengan keterlibatan kuat organisasi-organisasi wanita dan
berisi definisi luas tentang kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikologis, seperti serangan seksual, ancaman, tekanan, paksaan dan
perampasan kehendak bebas. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan penyuluhan, serta perlindungan dan bantuan bagi
korban dan sanksi baru terhadap pelaku.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki yang baru itu disepakati Parlemen Turki pada bulan September 2004. Kitab undang-undang baru
tersebut memperkenalkan definisi progresif dan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan seksual; mengkriminalisasikan pemerkosaan dalam
perkawinan; memberikan langkah-langkah untuk mencegah pengurangan hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan ‘kehormatan’;
menghapuskan segala rujukan terhadap konsep-konsep patriarkat seperti kesucian, kehormatan, moralitas, rasa malu atau perilaku tidak senonoh;
menghapuskan diskriminasi yang sebelumnya terjadi terhadap wanita yang tidak perawan dan wanita yang belum menikah; menghapuskan
ketentuan yang memberikan pengurangan hukuman dalam kasus pemerkosaan dan penculikan; mengkriminalisasikan pelecehan seksual di tempat
kerja dan menganggap penganiayaan seksual oleh pasukan keamanan sebagai kejahatan dengan menyakiti. Reformasi ini merupakan hasil dari
kampanye intensif selama tiga tahun oleh perhimpunan 27 LSM Turki.*®

Di Burundi, aktivis hak-hak wanita sedang menyerukan reformasi hukum dan sosial nasional untuk menangani kejahatan kekerasan seksual yang
sangat sering terjadi yang dilakukan selama terjadinya perang dan untuk mereformasi perlakuan hukum negara itu terhadap pemerkosaan.
Perhimpunan Pengacara Wanita yang Berkantor Pusat di Bujumbura di Burundi telah bergabung dengan organisasi-organisasi wanita lainnya untuk
meminta pemerintah agar merubah dan memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan sedang memberikan saran
kepada komite pengkajian ulang hukum khusus yang dibentuk oleh para aktivis yang berkepentingan.*®
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didokumentasikan oleh ahli forensik

Luka-luka yang dialami korban pemerkosaan di Rusia harus

Di Rusia, penegakan hukum melalaikan kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kekerasan dalam rumah tangga, akibat faktor-
faktor seperti prasangka yang sudah mengakar, kurangnya pelatihan tentang isu tersebut dan fakta bahwa Negara tersebut belum mengutamakan
penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian tidak menjalankan satuan khusus untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, dan
belum ada rencana pembentukan satuan tersebut. Baik Kementerian Dalam Negeri maupun fakultas-fakultas hukum tidak memberikan petunjuk
yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Negara ini juga belum melakukan pelatihan kepekaan gender bagi aparat penegak hukum
yang ditujukan untuk menghapuskan sikap dan praktik yang melestarikan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengajukan perkara pidana, luka-luka korban harus didokumentasikan oleh ahli kedokteran forensik. Dokter lain tidak boleh memberikan
pendapat yang dapat diterima di pengadilan. Korban harus memiliki penunjukan dari sebuah lembaga penegakan hukum untuk diserahkan kepada
seorang ahli forensik untuk mendapatkan pendapat resmi, dan harus membayar untuk dokumentasi luka-luka mereka. Proses mengakses ahli
forensik itu sendiri mungkin sulit bagi korban kekerasan, terutama mengingat keharusan mendapatkan penunjukan polisi, jarak ke kantor ahli forensik
dan jam kerja.*

Sumber: American Bar Association [Perhimpunan Pengacara Amerika], CEDAW Assessment Tool Report for the Russian Federation [Laporan Tool
Penilaian CEDAW tentang Federasi Rusia] (Central European and Eurasian Law Initiative [Prakarsa Hukum Eropa Tengah dan Eurasia]:

Washington D.C., Feb 2006)

4.3 Prosedur dan praktik hukum untuk
menangani kekerasan berbasis gender

Walaupun perundang-undangan yang dibuat sudah
cukup memadai, prosedur dan praktik di lembaga
peradilan sering mendiskriminasikan kelompok
masyarakat tertentu, termasuk korban kekerasan
dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.
Hambatan prosedural dapat meliputi biaya yang
diperlukan untuk mengajukan pengaduan, atau
ketidakterjangkauan fisik dan jam buka kantor-kantor
pemerintah yang terbatas (lihat Kotak 9). Lebih
tegasnya, pengadilan sering kekurangan prasarana,
kemampuan dan keahlian untuk menuntut kejahatan
GBV. Prosedur hukum untuk melaksanakan
persidangan kekerasan seksual sering menyebabkan
reviktimisasi penyintas, sehingga membuat mereka
rentan mengalami penghinaan selama wawancara,
saat memberikan kesaksian dan setelah persidangan.

Semua praktik dan prosedur hukum harus diteliti
untuk menjamin agar praktik dan prosedur tersebut
tidak mendiskriminasikan secara tidak wajar terhadap
wanita atau kelompok masyarakat lainnya. Dalam
banyak kasus, pencegahan diskriminasi memerlukan
langkah-langkah khusus. Contoh langkah-langkah
khusus yang diambil di berbagai negara sehubungan
dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam
rumah tangga, dan perlindungan korban dan saksi
dibahas di bawah ini.

Kekerasan seksual

Beberapa negara telah menyusun mekanisme khusus
untuk masalah kekerasan seksual untuk menjamin
agar hukum pembuktian dan hukum acara tidak
didasarkan pada stereotipe wanita yang merugikan,
dan menghindari ‘reviktimisasi’ penyintas.*'

Hukum Acara dan Hukum Pembuktian Pengadilan
Pidana Internasional dianggap sebagai praktik yang
baik bagi perlindungan korban.*? Peraturan 70
menyatakan bahwa dalam kasus yang melibatkan
kekerasan seksual, Pengadilan wajib ditunjuk oleh

dan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

(a) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila
kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atau
pemanfaatan lingkungan yang memaksa
melemahkan kemampuan Kkorban untuk
memberikan persetujuan sukarela dan tulus;

(b) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila
korban tidak mampu memberikan persetujuan
yang tulus;

(c) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pertimbangan diamnya, atau tiadanya
perlawanan, korban terhadap kekerasan seksual
yang dituduhkan;

(d) Keterpercayaan, watak atau kecenderungan
terhadap kerelaan seksual korban atau saksi tidak
dapat disimpulkan dengan pertimbangan sifat
seksual dari tindakan korban atau saksi sebelum
atau selanjutnya.

Peraturan 71 melarang Pengadilan Pidana Inter-
nasional menerima ‘bukti tindakan seksual korban
atau saksi sebelum atau selanjutnya’.

® Sebagai respons terhadap angka putusan bersalah
(conviction rates) yang rendah, Afrika Selatan
membentuk Pengadilan Kejahatan Seksual dan
pusat Thuthuzela. Pengadilan Kejahatan Seksual
adalah pengadilan khusus yang dirancang untuk
mempercepat proses penanganan dan penuntutan
kasus-kasus penganiayaan seksual; semua
personelnya telah mendapat pelatihan untuk
menangani kejahatan seksual. Pusat Thuthuzela,
atau pusat kenyamanan, disediakan di pengadilan
ini dan berperan sebagai unit pelayanan satu atap
untuk korban pemerkosaan. Sebuah pusat
kenyamanan dilengkapi dengan manajer proyek
dan memberikan pelayanan kepolisian, perawatan
kesehatan, pelayanan konsultasi dan hukum,
semuanya di bawah satu atap dan memungkinkan
peningkatan penanganan kasus pemerkosaan.
Angka putusan bersalah telah mencapai 75 — 95%
dan satu perkara sekarang biasanya diputus dalam
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6 bulan sejak tanggal laporan pertama. Sebelum
adanya pusat-pusat kenyamanan ini, pemutusan
perkara memakan waktu rata-rata 18 bulan hingga 2
tahun.*3

Kekerasan dalam rumah tangga

® Pada tahun 2005, Spanyol mulai membentuk
Pengadilan Kekerasan terhadap Perempuan, yang
berwenang menangani aspek pidana maupun per-
data dari kekerasan ini. Praktik yang membesarkan
hati ini dimaksudkan untuk memudahkan akses bagi
korban dan mencegah putusan yang kontradiktif
(misalnya, bila suatu gugatan perceraian ditetapkan
karena kekerasan, tapi pelaku diputus bebas murni
dalam persidangan pidana).

= Di Ekuador dan Peru, pengadilan mendapat ban-
tuan teknis dan dukungan konsultasi dari LSM-LSM
wanita yang khusus menangani kekerasan dalam
rumah tangga. Penilaian atas program tersebut di
Ekuador menunjukkan bahwa persentase
penganiaya yang diputus bersalah telah meningkat,
banyak pasangan suami-isteri telah mendapatkan
pelayanan konsultasi yang meningkatkan hubungan
perkawinan mereka, dan para wanita yang
mengajukan perkaranya ke pengadilan mengatakan
bahwa mereka melihat pengaruh positif dalam
kehidupan mereka.**

= Di Bangladesh, sebuah Tim Khusus untuk Keke-
rasan terhadap Perempuan disediakan di Depar-
temen Urusan Wanita. Satuan ini memberikan
bimbingan dan bantuan hukum dalam kasus per-
data dan pidana yang berkaitan dengan kekerasan
terhadap perempuan, yang meliputi kasus penyi-
raman larutan asam, pemerkosaan, penganiayaan
fisik, perdagangan wanita, perkara mas kawin dan
kasus perekrutan, penangkutan, penampungan, pe-
ngiriman, pemindahan atau penerimaan perempuan
untuk tujuan terlarang.*®

® Untuk menangani isu kekerasan dalam rumah tang-
ga dan memberikan bantuan kepada korban,
Amerika Serikat membentuk Pusat Peradilan
Keluarga di beberapa kota. Tujuan Pusat Peradilan
Keluarga adalah agar korban dapat mencari
bantuan dan keadilan dengan lebih efisien dan
efektif dengan menyediakan tenaga profesional
yang memberikan berbagai pelayanan bersama di
bawah satu atap: advokat dari organisasi-organisasi
nirlaba, organisasi pelayanan korban, petugas pe-
negakan hukum, petugas hukuman percobaan, pe-
nolong korban dari lembaga pemerintah, ahli
kedokteran forensik, jaksa, rohaniwan dan wakil-
wakil dari organisasi berbasis masyarakat. Sejak
pembentukan Pusat Peradilan Keluarga tersebut,
praktik-praktik terbaik berikut telah teridentifikasi:*¢

- Pelayanan multi-disipliner satu atap untuk korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak
mereka meningkatkan keamanan dan dukungan.

- Kebijakan pro-penangkapan/penangkapan waijib
meningkatkan pertanggung-jawaban para pelaku.

- Kebijakan yang berkaitan dengan penangkapan/
penegakan hukum (misalnya berkaitan dengan su-
rat perintah untuk menahan/menjauhi seseorang,
pembebanan biaya kepada korban untuk memo-
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hon surat perintah tersebut atau pelayanan yang
terkait) mengurangi reviktimisasi korban.

- Keamanan/advokasi korban harus menjadi
prioritas utama.

- Kerahasiaan korban harus diutamakan.

- Para pelaku harus dilarang mendapatkan pe-
layanan on-site di pusat peradilan keluarga (pe-
layanan off-site bagi pelaku harus menjadi inti dari
setiap respons terhadap kekerasan dalam rumah
tangga tetapi tidak seorangpun pelaku kekerasan
dalam rumah tangga yang boleh diberi pelayanan
on-site di pusat peradilan keluarga).

- Spesialisasi kekerasan dalam rumah tangga di
kalangan penyedia pelayanan meningkatkan ke-
ber hasilan.

- Dukungan kuat dari pejabat daerah terpilih dan
pembuat kebijakan pemerintah daerah dan
negara bagian lainnya meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan.

- Perencanaan strategi sangat penting bagi
keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.

- Dukungan masyarakat yang kuat dan beragam
meningkatkan sumber daya bagi korban dan
anaknya.

Perlindungan saksi dan korban

Program perlindungan saksi dan korban yang efektif
sangat penting dalam kasus yang melibatkan GBV
dan perdagangan manusia. Perlindungan saksi dan
korban harus mencakup tempat penampungan dan
tempat perlindungan sementara, serta perintah
perlindungan. Perintah perlindungan bisa meliputi:

® Perintah untuk menahan/menjauhi seseorang
(restraining order)— penganiaya tidak boleh
mendekati korban atau menganiayanya lagi.

® Perintah pengosongan rumah (vacate order) —
penganiaya harus pindah dari tempat kediaman.

® Perintah pengasuhan anak (custody order)— korban
akan mendapatkan hak pengasuhan sementara
anaknya.

m Perintah restitusi (restitution order) — pelaku
penganiayaan harus memberikan ganti rugi kepada
korban atas gaji yang hilang, biaya perawatan, atau
biaya dan kerugian lainnya.

Banyak negara telah membuat rencana aksi nasional
untuk menangani GBV dan/atau kesetaraan gender
(lihat Kotak 10). Isu-isu keadilan harus dipadukan ke
dalam rencana ini, dan rencana itu sendiri disusun
dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian
Kehakiman dan kelompok-kelompok peradilan.

4.4 Akses keadilan

Sistem peradilan di negara-negara pasca-konflik dan
negara-negara berkembang sering rumit, dengan
berbagai persyaratan teknis dan sedikit empati dari
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Rencana Aksi Nasional Kekerasan Berbasis Gender Liberia

Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Liberia adalah hasil dari sejumlah konsultasi menyeluruh
dan kegiatan partisipatif oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, LSM internasional dan nasional
serta PBB, di bawah kepimpinan Kementerian Gender dan Pembangunan.

Proses ini dimulai dengan serangkaian penilaian untuk menentukan dan menganalisis keadaan GBV, menentukan kesenjangan dalam pencegahan
dan tanggapan, dan menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan ini. Pada kotak di bawah ini diberikan contoh dua tujuan pada bagian
hukum.

Kegiatan Indikator I:t:?lgg:l?l\ln%%) Jadwal Sasaran Masukan Hasil
Melatih personel | Jumlah sesi Laporan Juli 2006 - Pejabat peradilan | Sumber daya Pengadilan
peradilan/penega | pelatihan yang pelatihan/catatan dan personel manusia dan proses cepat
kan hukum dan dilakukan. tes sebelum dan | berkelanjutan penegakan keuangan. untuk kasus GBV
lembaga setelah pelatihan. hukum. dibentuk di
pemasyarakatan | Jumlah personel Kegiatan tingkat nasional
tentang standar peradilan dan Laporan tindak berkelanjutan. Staf lembaga dan daerah.

HAM inter penegakan [anjut. pemasyarakatan,

nasional dan hukum yang pemerintah dan Personel

hukum nasional dilatih. Modul pelatihan. pemangku peradilan/penega

yang berlaku. kepentingan di kan hukum yang

tingkat terlatih tentang
masyarakat. standar HAM

internasional dan
hukum nasional
yang berlaku.

Menyediakan Jumlah klinik Laporan kasus. Kegiatan Wanita yang Sumber daya Sistem yang

pelayanan hukum | bantuan hukum berkelanjutan. rentan. manusia dan mapan dan

gratis bagi wanita | gratis yang Laporan keuangan. lengkap untuk

yang rentan. beroperasi. lapangan. Lembaga pelayanan hukum

Melakukan pemerintah yang gratis bagi

kampanye Jumlah kasus Laporan dibutuhkan. wanita yang

pemekaan untuk | GBV yang pemekaan. rentan.

meningkatkan dilaporkan. Para donatur.

kesadaran

masyarakat Jumlah Para pelaku.

tentang sistem kampanye

hukum. pemekaan yang

dilakukan.

polisi atau pengadilan terhadap pihak yang dirugikan.
Banyak wanita dan pria tidak percaya terhadap sistem
peradilan dan bahkan tidak berusaha memanfaat-
kannya. Bagi orang lainnya, sistem peradilan sama
sekali tidak dapat diakses karena kurangnya sumber
daya mereka atau kurangnya pengetahuan tentang
hak-hak mereka.

Usaha-usaha untuk meningkatkan akses keadilan —
yang setara bagi pria, wanita dan semua kelompok
masyarakat — harus dipadukan ke dalam semua as-
pek reformasi peradilan. Beberapa prakarsa tertentu
yang dapat mempromosikan akses keadilan meliputi:

Penggunaan tenaga paralegal untuk
mempromosikan literasi dan akses hukum

Semua orang, terutama para wanita dan pria yang
rentan, harus diberi tahu hak-hak mereka dan
bagaimana menuntut hak-hak ini secara praktis. Per-
sonel paralegal bisa sangat penting dalam mem-
bangun literasi hukum, yang meliputi memberi

masyarakat penyuluhan bagaimana mengakses
sistem peradilan, memberi tahu masyarakat tentang
sumber daya yang tersedia dan bagaimana meman-
faatkannya. Mereka dapat mengambil langkah-lang-
kah inovatif, seperti radio, pertunjukan drama dan
gambaran, untuk mengkomunikasikan secara efektif
hak-hak dan mekanisme hukum.

Di sebagian negara, tenaga paralegal bekerja sama
dengan orang-orang dan pemuka masyarakat di da-
erah pedesaan. Tenaga paralegal berperan memban-
tu pemuka masyarakat memahami dampak praktis
dari reformasi konstitusi dan hukum dan kewajiban
internasional, terutama bila bertentangan dengan hu-
kum dan/atau praktik adat.

Walaupun tenaga paralegal tidak dapat menggantikan
pengacara, mereka dapat memberikan bantuan
berharga dan membantu menyiapkan bahan-bahan
pendukung perkara. Tenaga paralegal sering juga
menjadi penengah yang dapat memberikan bantuan
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untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pe-
latihan dan dukungan bagi tenaga paralegal bisa men-
jadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau pria
dan wanita yang lebih rentan, terutama di daerah pe-
desaan.

Peningkatan akses keadilan di daerah pedesaan

Pengadilan dan hakim harus mengambil langkah
untuk menjangkau daerah pedesaan. Langkah-
langkah penjangkauan seperti pengadilan keliling
harus dipertimbangkan.

Pemberian bantuan hukum

Sebaiknya perhimpunan pengacara nasional dan
internasional mendukung pemberian bantuan hukum
pro-bono (gratis atau murah) bagi klien yang perlunya.
Salah satu mekanisme yang efektif adalah mensya-
ratkan sejumlah jam tertentu pelayanan bantuan
hukum pro-bono untuk memperbaharui surat izin
praktik hukum. Fakultas hukum juga dapat membe-
rikan bantuan hukum melalui klinik dan kerja sama
dengan perhimpunan pengacara dan LSM.

Pemberian dukungan kepada masyarakat sipil dan
LSM meningkatkan akses keadilan

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM bisa
menjadi penghubung penting antara lembaga pera-
dilan dan masyarakat, dengan memberikan pela-
yanan untuk memudahkan akses keadilan. Prakarsa
reformasi peradilan harus mencakup dukungan ke-
pada organisasi seperti ini, dan penetapan me-
kanisme untuk menjamin dialog dan koordinasi
berkala.

Di Tajikistan, Pusat Bantuan Hukum bagi Wanita
(INIS), sebuah LSM independen lokal, mengelola
pusat advokasi hukum wanita, dan juga mem-
berikan pelayanan pembimbingan kepada wanita
me-lalui jaringan pusat-pusat krisis yang sudah ada,
tempat perlindungan, fasilitas pelayanan kese-
hatan, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan
wanita.*®

Di Georgia, Pusat Pembelaan Hak-Hak Wanita
(Women'’s Rights Advocacy Centre) yang dikelola
oleh Pusat Perlindungan Hak-Hak Konstitusional
(CPCR, Centre for the Protection of Constitutional
Rights), memberikan pembimbingan hukum dan
bantuan hukum di pengadilan bagi wanita tentang
hukum perburuhan, hukum keluarga, kekerasan
dalam rumah tangga dan penculikan pengantin wa-
nita. Pusat tersebut juga mengelola saluran telepon
hotline untuk memberikan pembimbingan tanpa na-
ma kepada wanita dan menyebarkan informasi ten-
tang hak-hak wanita. CPCR juga melakukan
serangkaian lokakarya tentang hak-hak wanita un-
tuk menjangkau para wanita di berbagai daerah di
Georgia.*®

Di Irlandia, Jaringan Kesetaraan Gay dan Lesbian
(Gay and Lesbian Equality Network) bermitra
dengan kepolisian Irlandia (An Garda Siochana)
untuk menangani kasus dan kejahatan bermotivasi
kebencian terhadap orang-orang LGBT. Kampanye
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‘Banggalah, Amanlah’ (‘Be Proud, Be Safe’) meli-
batkan Perwira Penghubung gay dari Garda ter-
sebut yang mendapat pelatihan khusus yang
bekerja sama orang-orang LGBT yang pernah men-
jadi korban kasus bermotivasi kebencian, selama
sesi ‘singgah' mingguan di pusat komunitas gay
yang berpusat di kota Dublin. Perwira Penghubung
tersebut memberi tahu para anggota komunitas
LGBT tentang hak-hak mereka dan mendorong
korban untuk melaporkan kejahatan yang dialami-
nya sehingga pelaku dapat diseret ke pengadilan.®°

4.5 Mekanisme peradilan tradisional

‘Bila kita tahu bagaimana memanfaatkan aspek
positif dari peradilan tradisional dan menentukan
kelemahannya sebagai suatu mekanisme dan . . .
nilai-nilainya, peradilan tradisional (dengan kata lain,
‘Peradilan yang diterapkan Masyarakat’) akan
memainkan peran penting dalam mencegah agar
masalah-masalah kecil tidak berlarut-larut dan
menjadi konflik besar, yang melibatkan keluarga atau
bahkan konflik antar-dusun.’

Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste®!

Di banyak negara berkembang, kurangnya akses atas
sistem peradilan yang berfungsi dengan baik berarti
sumber keadilan utama adalah mekanisme
penyelesaian perkara informal atau tradisional. Bagi
wanita, mekanisme tradisional memiliki keuntungan
dan kerugian. Di satu sisi, dibandingkan dengan
pengadilan, lembaga-lembaga tradisional/adat dapat
memberikan forum penyelesaian perselisihan yang
lebih mudah dijangkau (baik dari aspek geografis
maupun ekonomis) dan lebih cepat; dan
keputusannya dapat memperoleh legitimasi sosial
yang lebih besar dalam masyarakat lokal.>> Di sisi
lain, walaupun sifatnya sangat bervariasi antara satu
daerah dengan daerah lain, mekanisme tradisional
sering memperkuat peran gender tradisional dan me-
ngabaikan suara dan hak-hak wanita. Di kebanyakan
tempat, mekanisme tradisional dikelola oleh pemuka
masyarakat pria, dan menerapkan penafsiran hukum
adat yang menguntungkan pria.%®

Perselisihan yang melibatkan kejahatan seksual dan
kejahatan berbasis gender umumnya berada di luar
yurisdiksi hukum mekanisme tradisional, tapi di
negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
masa transisi dan negara-negara berkembang,
kejahatan ini kenyataannya sering ditangani dengan
mekanisme tradisional. Penelitian tentang sistem
penyelesaian perselisihan tradisional yang berlaku di
kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Pantai Gading,
Etiopia, Guinea, Kenya, Meksiko, Nepal, Pakistan,
Sierra Leone, Tanzania, Thailand, Yaman dan Zambia
menemukan bahwa di semua negara ini, di seluruh
masyarakat pengungsi, wanita kurang terwakili,
kurang berpengaruh dan tidak memiliki kekuasaan
membuat keputusan dalam sistem ini. Hukuman yang
dijatuhkan kepada pemerkosa oleh lembaga




penyelesaian perselisihan pengungsi umumnya
ringan: ‘seorang pemerkosa dapat dibebaskan bila dia
mengawini korban atau, bila kasus tersebut
melibatkan anak di bawah umur, pelaku dapat dikenai
denda kecil atau penahanan dalam waktu singkat’.54
Lebih dari itu, denda tersebut lebih sering dibayar
kepada keluarga daripada kepada korban.%®

Dengan demikian, mekanisme peradilan tradisional
berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan gender,
dan semakin meniadakan keadilan bagi korban GBV.
Usaha-usaha reformasi peradilan juga harus
melibatkan pemuka adat dan sistem peradilan
tradisional, untuk berusaha menjamin agar mereka
tidak diabaikan dalam pencarian keadilan gender.

Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan positif
dengan mekanisme peradilan tradisional untuk
menjamin agar mekanisme peradilan tradisional
menjunjung standar HAM dasar, termasuk yang
berkaitan dengan hak-hak wanita:

® Program Peningkatan Akses Keadilan Wanita LSM
Nagorik Uddyog (Prakarsa Warga) di Bangladesh
mengakui potensi sistem penengahan tradisional
dan berusaha untuk perubahannya. Nagorik
Uddyog menerapkan strategi dua tahap untuk
mencapai tujuan agar putusan shalish (putusan
dalam sistem penengahan informal untuk
penyelesaian perselisihan) sesuai dengan hukum
negara. Pertama, Nagorik Uddyog membantu
pembentukan komite shalish alternatif, yang di
dalamnya sepertiga anggotanya adalah wanita.
Kedua, para anggota komite shalish tersebut
diberikan lokakarya intensif tentang berbagai hukum
yang berkaitan dengan jenis perselisihan yang
paling banyak terjadi di tingkat lokal.%®

® Centro Feto (Pusat Wanita), sebuah LSM lokal di
Oekusi, Timor Leste, bekerja sama dengan lem-
baga-lembaga informal untuk ‘mencari
penyelesaian yang menguntungkan wanita’. LSM
ini melakukan kampanye pendidikan di desa-desa
tentang isu-isu seperti pemerkosaan, kekerasan
dalam rumah tangga dan pernikahan. Kelompok
tersebut juga melakukan lobi untuk ganti rugi melalui
sistem-sistem informal yang dibayarkan
sehubungan dengan kejahatan seksual dan
kekerasan dalam rumah tangga secara langsung
kepada korban, melainkan kepada keluarga
mereka.’’

® Di Somalia, Dewan Pengungsi Denmark menga-
dakan serangkaian dialog dengan lebih dari 100 pe-
muka masyarakat dan ketua adat dari lima suku
yang tinggal di daerah tersebut. Dialog tersebut ber-
fokus pada aspek-aspek xeer (hukum) tradisional
yang dianggap tidak efektif dalam penanganan
perkara dan bertentangan dengan konsep-konsep
dasar keadilan dan kejujuran, sebagaimana diatur
dalam shariah maupun standar HAM internasional.
Kepentingan masyarakat yang dikemukakan
selama dialog tersebut meliputi: jaminan
perlindungan terdakwa; perlakuan adil terhadap
wanita, anak yatim dan kelompok minoritas; dan
masalah yang berkaitan dengan pembayaran diya
(ganti rugi), hukuman kolektif dan hak waris. Para
peserta mengeluarkan deklarasi yang mengubah
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xeer (hukum) lokal dan melakukan perjalanan ke
seluruh daerah untuk menyebarkan hukum baru
tersebut. Deklarasi ini melakukan perubahan yang
sangat penting terhadap xeer (hukum) yang
mengatur pembunuhan balas dendam dan
pernikahan paksa janda dengan saudara lelaki
suaminya yang telah meninggal.58

4.6 Penanganan diskriminasi oleh para
hakim dan staf peradilan lainnya

Bias gender di pengadilan bisa berupa berbagai
bentuk dan sering mencakup pemikiran klise yang
menimbulkan perlakuan diskriminatif. Misalnya:

® Para ayah tidak diberikan hak asuh atas anaknya
karena hakim tidak yakin seorang pria dapat atau
boleh menjadi pengasuh utama.

® Para ibu tidak diberikan hak asuh anaknya karena
mereka bekerja di luar rumah.

® Terdakwa pria dijatuhi hukuman yang lebih berat
daripada terdakwa wanita untuk kejahatan yang
sama.

®m Wanita yang duduk di meja pengacara dianggap
sebagai asisten atau sekretaris daripada sebagai
pengacara.

® Meremehkan pekerjaan yang dilakukan wanita se-
bagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak dan
orang lanjut usia dalam perkara perdata dan
pembagian warisan setelah terjadinya perceraian.

m Kepercayaan diberikan kepada pihak yang ber-
perkara, saksi dan pengacara semata-mata ber-
dasarkan jenis kelamin mereka.

Satuan tugas untuk meneliti bias gender di
pengadilan

Sebuah satuan tugas untuk mengkaiji bias gender di
pengadilan dapat dibentuk oleh lembaga peradilan,
lembaga pengawasan sipil atau LSM. Salah satu
panduan yang sangat bagus adalah Yayasan Hakim
Wanita yang Memimpin Satuan Tugas untuk Bias
Gender di Pengadilan: Buku Pedoman AKksi
(Foundation for Women Judges’ Operating a Task
Force on Gender Bias in the Courts: A Manual for
Action.®® Buku pedoman ini menyajikan format untuk
memimpin satuan tugas untuk bias gender dalam
sistem peradilan, yang mencakup informasi tentang
proses permulaan, pengumpulan data, perumusan
temuan setelah hasil disusun dalam tabel, dan pelak-
sanaan reformasi. Sebuah Satuan Tugas dapat:

® Mempertinggi persepsi masyarakat tentang
komitmen sistem peradilan terhadap keadilan
setara menurut hukum.

® Mengesahkan masalah bias gender di pengadilan
sebagai masalah yang patut mendapat penyelidikan
dan reformasi hukum.

® Membantu menghapuskan bias gender di
pengadilan dengan menetapkan ketentuan yang
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ketat dan sanksi terhadap bias gender dan membu-
at proposal khusus untuk reformasi.

® Meningkatkan kepekaan lembaga peradilan,
pengacara dan masyarakat terhadap kejadian dan
dampak dari bias gender di pengadilan.

= Memperbaiki hubungan profesional di kalangan hakim,
pengacara dan personel pengadilan pria dan wanita.

Sebelum membentuk sebuah Satuan Tugas, hal-hal
berikut harus tersedia:

m Sekelompok orang yang memahami masalah bias
gender lokal dan bertekad reformasi.

® Sumber daya yang memadai (anggaran dan staf).

® Sejumlah hakim, pengacara atau pengajar hukum
pria yang prihatin dengan masalah tersebut dan rela
berpartisipasi.

Pentinglah untuk mengukur kesiapan negara untuk
menerima pemeriksaan bias gender tersebut. Sebuah
Satuan Tugas akan paling efektif bila masyarakat dan
kalangan pejabat tinggi lembaga peradilan berminat
pada satuan tersebut dan rela menerimanya.

Pelatihan dan pembangunan kemampuan

Semua aktor di sektor peradilan — hakim, jaksa, pe-
ngacara, penasihat hukum, personel pengadilan, po-
lisi, personel paralegal, dll. — harus mendapat
pelatihan tentang hak-hak wanita (yang berasal dari
hukum dan kewajiban nasional, regional dan inter-
nasional), dampak gender dari sistem hukum dan per-
adilan serta prosedur hukum untuk kejahatan GBV.

® Pelatihan khusus tentang metode dan persyaratan
penyelidikan serta metode wawancara untuk
kejahatan kekerasan seksual harus diberikan kepada
staf yang berhubungan dengan penyintas dan/atau
menangani penuntutan perkara kekerasan seksual.

m Kesempatan pelatihan bagi semua yang terlibat
dalam pelaksanaan peradilan harus dilembagakan.

® Hakim, jaksa, personel penegakan hukum, dokter
forensik dan aparat negara lainnya yang terlibat
dalam penuntutan kejahatan harus mendapat
pelatihan ini sebelum mereka diberi izin praktik.

®m | embaga-lembaga profesional, teknis dan
akademik harus merevisi kurikulum dan menjamin
agar pembahasan tentang ketidaksetaraan gender
menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan bagi
semua tenaga profesional. Pelatihan ini harus di-
persyaratkan sebagai pendidikan hukum berkelan-
jutan bagi semua praktisi.®®

Di Nepal, Dewan Pengatur Akademi Peradilan Nasional telah
menyetujui resolusi untuk mengarusutamakan isu gender dalam
kebijakan dan praktiknya, sebagai bagian dari reformasi hukum di
negara itu. Isu-isu gender sekarang menjadi bagian dari pelatihan
standar bagi pengacara dan hakim. Dengan dukungan dari UNDP,
Akademi Peradilan Nasional telah menyusun sebuah tool pelatihan
gender untuk memberi personel peradilan keterampilan untuk
menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu gender,
dan mengenal instrumen HAM internasional dan instrumen hukum
tentang hak-hak wanita.®'
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4.7 Peningkatan partisipasi wanita di
sektor peradilan

Bila wanita atau kelompok masyarakat lainnya telah
lama mengalami diskriminasi atau kurangnya
partisipasi, undang-undang yang mempromosikan
kesetaraan gender mungkin tidak cukup. Langkah-
langkah khusus sementara, atau ‘tindakan afirmatif’,
mungkin diperlukan untuk mempercepat kesetaraan.
Langkah-langkah khusus untuk mempromosikan
partisipasi wanita di lembaga peradilan diperlukan di
hampir setiap negara. Langkah ini bisa mencakup
program yang mendorong wanita dan kelompok
minoritas untuk mempelajari hukum, berusaha untuk
mendapat kualifikasi sebagai pengacara atau hakim,
atau bekerja di sektor peradilan. Program tersebut
dapat dilakukan oleh badan pengatur, perhimpunan
pengacara, fakultas hukum dan lembaga yang
mengangkat hakim.

Beberapa prakarsa untuk mempromosikan
keterwakilan pria dan wanita yang setara di lembaga
peradilan meliputi:

= Majelis Parlemen Eropa (European Parliamentary
Assembly) dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004
memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan
mempertimbangkan daftar calon untuk Pengadilan
HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu
calon dari setiap jenis kelamin. Peraturan ini diubah
setahun kemudian untuk memungkinkan daftar
calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut
berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di
Pengadilan (saat ini wanita). Ketika langkah ini
disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim
pria: wanita hanya merupakan 26% dari komposisi
hakim Pengadilan tersebut. Mulai bulan April 2007,
keadaan tersebut sudah membaik, walaupun
sedikit, di mana terdapat 14 hakim wanita dan 32
hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi
hakim Pengadilan tersebut.

m Di Afghanistan, Perhimpunan Hakim Wanita
Afghan (AWJA, Afghan Women Judges
Association) bekerja sama dengan Perhimpunan
Hakim Wanita Internasional (International
Association of Women Judges) untuk mempromo-
sikan akses keadilan wanita, dan untuk mem-
promosikan pengangkatan hakim wanita. Dari
1.547 hakim yang bertugas di Afghanistan hanya 62
di antaranya adalah wanita, dan tidak ada wanita
yang menjadi anggota Mahkamah Agung. AWJA
mengusulkan kepada Pemerintah, anggota par-
lemen, dan pejabat PBB nama-nama hakim wanita
yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota
Mahkamah Agung Afghanistan.®?

®m Tunisia mengambil langkah-langkah untuk
meningkatkan partisipasi wanita di lembaga
peradilan, dengan pengangkatan lebih banyak
hakim wanita untuk berbagai pengadilan, dan
pengangkatan wanita untuk jabatan Hakim Ketua
Pengadilan Banding Tunis, Direktur Jenderal Pusat
Studi Hukum, Direktur Urusan Sipil dan Direktur
Urusan Pidana di Kementerian Kehakiman. Wanita
mengisi sekitar 25% dari jabatan hakim pengadilan
tingkat pertama Tunisia.®




4.8 Pengawasan dan pemantauan atas
isu-isu gender dalam reformasi peradilan

Mekanisme pengawasan dan pemantauan nasional
dan internasional baik oleh pemerintah maupun
masyarakat sipil merupakan komponen penting bagi
reformasi yang peka terhadap gender di sektor
peradilan. Para aktor harus bertanggung jawab, dan
data statistik memainkan peran penting dalam
mengidentifikasi praktik diskriminasi.

Suatu kerangka lembaga yang sesuai sangat penting
untuk menjamin agar komitmen gender (dan
komitmen lainnya) dalam reformasi peradilan
dilaksanakan sepenuhnya. Banyak negara telah
membuat lembaga nasional khusus untuk
meningkatkan status wanita yang dapat memainkan
peran dalam hal ini. Lembaga-lembaga ini telah
terbukti paling berhasil bila ditempatkan pada posisi
sentral dalam hirarki pemerintahan dan dikepalai oleh
orang dengan jabatan setingkat kabinet. Lembaga
nasional ini harus diberi tugas dan sumber daya yang
cukup untuk memantau dan mengoordinasikan
secara efektif langkah-langkah kesetaraan gender di
semua sektor dan aparat negara.®

®m Komisi Wanita Nasional India dibentuk sebagai
sebuah lembaga resmi pada bulan Januari 1992
untuk mengkaji ulang usaha-usaha perlindungan
konstitusi dan hukum bagi wanita; menyarankan
langkah-langkah penanggulangan legislatif;
memfasilitasi pemberian ganti rugi atas pengaduan;
dan memberikan nasihat kepada Pemerintah
tentang semua masalah kebijakan yang
mempengaruhi wanita. Kegiatan Komisi ini meliputi:
penilaian negara tentang keadilan gender,
pernikahan anak-anak, dll.; program kesadaran
hukum; dan pengkajian ulang undang-undang
seperti Undang-Undang Pelarangan Mas Kawin,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Komisi Wanita Nasional agar lebih efektif
dalam mempromosikan hak-hak wanita.5®

m Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan) yang
mandiri dibentuk sebagai tanggapan terhadap
tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban
negara terhadap pemerkosaan massal yang terjadi
selama kerusuhan tahun 1998. Komnas
Perempuan menyusun data tahunan tentang kasus
kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh
pemerintah (misalnya, kepolisian, kejaksaan agung,
pengadilan, rumah sakit) dan LSM-LSM di seluruh
daerah di negara tersebut. Karena itu, komisi ini
dapat mengukur kecenderungan tahunan dalam
kekerasan terhadap perempuan, termasuk
perkiraan tentang jumlah kasus per tahun. Laporan
tahunan tersebut diumumkan dan memungkinkan
lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan
rakyat untuk memperhatikan kemajuan dan juga
kemunduran yang terjadi setiap tahun.66

m Komisi Kesetaraan Gender Afrika Selatan adalah
sebuah badan mandiri, yang tugasnya, yaitu mem-
promosikan perlindungan kesetaraan gender dan
memantau serta mengevaluasi lembaga-lembaga
negara, didasarkan secara langsung pada pasal ke-
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setaraan dalam Konstitusi. Komisi Kesetaraan Gen-
der tersebut mempunyai kekuasaan memanggil
orang untuk hadir di pengadilan dan menyerahkan
dokumen dan bertanggung jawab kepada Majelis Na-
sional. Komisi ini memiliki satuan pendidikan dan ke-
sadaran masyarakat dan kantor di setiap provinsi.®”

® Kantor Ombudsman untuk Kesempatan yang Sama
Swedia menjamin kepatuhan terhadap Undang-
Undang tentang Kesempatan yang Sama. Tujuan
Undang-Undang tersebut adalah mempromosikan
hak-hak setara wanita dan pria sehubungan dengan
pekerjaan, kondisi pekerjaan dan juga kondisi kerja
lainnya, serta ruang lingkup perkembangan profesi.

Pengawasan masyarakat sipil bisa berupa berbagai
bentuk. Masyarakat sipil dapat diwakili secara resmi
di badan-badang pengawasan, atau diundang untuk
menyampaikan masukan dalam penelitian dan
kepada dewan pengkajian ulang. Di banyak negara,
OMS menyusun laporan bayangan yang diserahkan
kepada Komite CEDAW (lihat Kotak 11).

4.9 Kesadaran masyarakat

Reformasi peradilan harus mencakup usaha
peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan
tentang undang-undang serta mekanisme untuk
melindungi HAM. Misalnya, orang-orang harus diberi
tahu bukan hanya tentang hak-hak mereka tapi juga
bagaimana, dengan istilah yang paling praktis dan se-
derhana, menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan
akses keadilan bila hak-hak tersebut dilanggar.
Kampanye penjangkauan masyarakat juga harus
menjangkau para pemuka masyarakat, para pria dan
pejabat pemerintah. Pesan-pesan harus disampaikan
dengan cara yang sesuai dengan dan mudah dipahami
oleh penerimanya. Ini sangat penting di daerah pe-
desaan di mana angka melek huruf mungkin masih ren-
dah dan banyak dialek bahasa yang digunakan.

Sedikit sekali wanita yang menyadari hak-hak mereka
atau bagaimana dengan cara yang paling sederhana
hak-hak ini mempengaruhi mereka dalam kehidupan
sehari-hari atau bagaimana dengan istilah praktis
mereka dapat menuntut hak-hak mereka atau men-
dapatkan ganti rugi atas penganiayaan yang diderita.
Program pendidikan dan media diperlukan untuk me-
nangani sikap dan praktik budaya yang mendiskrimi-
nasikan wanita, dengan cara yang dapat mengatasi
tantangan daerah terpencil, bahasa dan kemampuan
baca-tulis.

Program dan strategi untuk memberdayakan wanita,
dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang
hak-hak mereka dan meningkatkan kemampuan me-
reka untuk menuntut hak-hak ini telah disusun di ba-
nyak negara, terutama oleh LSM-LSM. Program ini
juga dapat meningkatkan pelaporan kasus pelang-
garan HAM. Untuk menghasilkan dampak yang ber-
kelanjutan, kampanye penyadaran masyarakat
tentang keadilan gender harus diteruskan dengan
semangat yang tiada henti-hentinya.
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Toolkit Gender dan RSK

m Pengawasan internasional terhadap keadilan gender

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) bertugas memantau kemajuan yang dicapai wanita di 185 negara yang
menjadi Para Negara Peserta CEDAW. Dua kali setahun, Komite ini mengkaiji ulang laporan-laporan nasional yang diserahkan oleh Para Negara Peserta
tersebut. Laporan-laporan ini, yang mencakup tindakan nasional yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan wanita, disampaikan kepada Komite oleh utusan-
utusan pemerintah. Dalam diskusi dengan para pejabat ini, para pakar CEDAW dapat memberikan komentar tentang laporan tersebut dan mendapatkan
informasi tambahan. Komite ini juga memberikan saran tentang setiap isu yang berdampak pada wanita yang menurut komite ini harus lebih diperhatikan oleh

Para Negara Peserta.

Misalnya, pada pertemuan tahun 1989, Komite ini membahas tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meminta informasi tentang masalah ini dari
semua negara. Pada tahun 1992, Komite ini menyepakati rekomendasi umum nomor 19, yang mewajibkan laporan nasional kepada Komite tersebut
mencantumkan data statistik tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang penyediaan pelayanan bagi korban, dan langkah-langkah
legislatif serta langkah-langkah lainnya yang diambil untuk melindungi wanita dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti pelecehan di tempat
kerja, penganiayaan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Mulai bulan Juli 2005, Komite ini telah memberikan 25 saran umum.

Prakarsa Rule of Law dari Perhimpunan Pengacara Amerika Serikat (ABA Rule of Law Initiative) menolong LSM-
LSM dalam menyusun laporan bayangan yang disampaikan kepada Komite CEDAW di Armenia, Belarusia,
Georgia, dan Kirgistan, dengan memakai proses Instrumen Penilaian CEDAW.%

® Pada tahun 2004, Pusat Sumber Daya Wanita
Afghanistan melatih lebih dari 500 wanita di sebuah
daerah terpencil Afghanistan tentang hak-hak dasar
mereka, kekerasan terhadap perempuan dan
perkawinan paksa.®®

®Di Timor Leste, Forum Komunikasi untuk
Perempuan Loro Sa’e (Fokupers), sebuah LSM,
memberikan pelayanan bantuan hukum yang dapat
diakses oleh para korban wanita dan meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam
rumah tangga dan hak-hak hukum wanita. Brosur-
brosur penyuluhannya disebarkan kepada para
penyedia pelayanan, lembaga-lembaga agama,
lembaga-lembaga pemerintah dan para anggota
parlemen.”

® Pada tahun 2008, Yayasan Eropa MTV memulai
serangkaian prakarsa baru untuk menarik perhatian
terhadap perdagangan manusia. Sebagian dari
prakarsa ini meliputi film pendek dan film khusus
yang diproduksi oleh MTV dan tur musik ke seluruh
Eropa. Semua bahan film yang diproduksi dari pro-
yek ini tersedia gratis bagi stasiun-stasiun televisi
Eropa.”

Pemusatan strategi pencegahan dan respons hanya
pada wanita mengabaikan fakta bahwa pria menjadi
pelaku sebagian besar kasus seksual dan GBV. Ka-
rena itu, pria harus menjadi bagian dari penyelesaian
atas masalah tersebut. Dalam beberapa tahun ter-
akhir, semakin banyak kampanye penyuluhan masya-
rakat dan perubahan tingkah laku yang kreatif dengan
pesan-pesan tentang kesetaraan gender yang secara
khusus ditujukan pada pria dan anak lelaki. Beberapa
contohnya adalah Soul City dan Sonke Gender
Justice di Afrika Selatan, Sexto Sentido (Indera
Keenam) di Nikaragua, kampanye ‘Bersama demi
Keluarga Bahagia' (Together for a Happy Family') di
Yordania, kampanye Suami Siaga di Indonesia dan
Bimbingan Anak Lelaki untuk Pria Dewasa (Coaching
Boys to Men) di Amerika Serikat. Kampanye yang
efektif dan intervensi penjangkauan masyarakat
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sering mengidentifikasi kelompok-kelompok atau
seorang pria yang mempengaruhi perilaku pria lain,
yang meliputi pelatih, bapak dan pemuka agama.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa kampanye ini — bila
dirancang dengan baik — dapat menghasilkan
perubahan sikap dan perilaku di pihak pria.”

Program reformasi peradilan harus berusaha
membentuk dan mendukung kelompok-kelompok pria
yang bertekad mengakhiri kekerasan seksual dan
GBV dalam masyarakat mereka. Kelompok-kelom-
pok ini dapat memperkuat gagasan bahwa kekerasan
seksual dan GBV bukan hanya ‘isu wanita’.




Memadukan gender ke
dalam reformasi peradilan dalam
konteks tertentu

Bagian ini berusaha membahas reformasi peradilan —
yang berlaku untuk lembaga peradilan, reformasi
hukum dan akses keadilan — dalam empat konteks:
negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
masa transisi, negara-negara berkembang dan
negara-negara maju. Ini merupakan kategori yang sa-
ngat luas dan yang sangat bertumpang tindih.
Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan, setiap
reformasi peradilan bersifat unik dan tidak ada satu
model umum yang berlaku untuk semua keadaan.
Namun demikian, uraian berikut membahas beberapa
peluang dan tantangan dalam memadukan gender ke
dalam reformasi peradilan yang cenderung terdapat
dalam jenis konteks tertentu.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

‘Kita harus mendengar bahwa kekejaman-kekejaman
ini dikutuk setidaknya untuk mengurangi rasa malu
dan kesengsaraan. Ini bukan sekedar masalah
hukum. Ini menyangkut kehidupan masyarakat.
Sesuatu harus dilakukan agar masyarakat yang
terkena dampak konflik tersebut dapat menanamkan
perdamaian.’

Isha Dyfan, pengacara dan aktivis perdamaian dan
isu-isu wanita serta penyintas perang saudara Sierra
Leone™

Negara-negara pasca-konflik menimbulkan berbagai
tantangan bagi reformasi peradilan. Rule of law ham-
pir pasti sudah runtuh atau tidak ada lagi; lembaga
peradilan disfungsional, kemerdekaan tercemar dan
korupsi merajalela. Bangunan-bangunan telah hancur
dan barang-barang berharga di kantor-kantor dijarah.
Para pejabat yang paling berwenang telah
meninggalkan negara tersebut atau tidak dipercaya
lagi di mata masyarakat. Kepolisian seringkali sudah
menjadi bagian dari masalah. Lembaga pemasyara-
katan dipadati oleh orang-orang yang tetap menderita
di sana selama bertahun-tahun tanpa tuduhan atau
pengadilan. Masyarakat madani tidak percaya pada
sistem peradilan, dan dengan sendirinya sangat
lemah dan kekurangan segala jenis sumber daya.

Pada saat yang sama, terjadi banyak sekali keke-
jaman yang dilakukan selama terjadinya konflik, yang
sekarang harus ditangani. Kekerasan dan ketidaka-
manan akan meningkat bila rule of law tidak ditetap-
kan dan isu pertanggungjawaban tidak ditangani.
Banyak konflik melibatkan kekerasan seksual ter-
hadap wanita dan anak perempuan dalam skala be-
sar, dan juga pria dan anak lelaki, yang harus
ditangani secara khusus dalam reformasi peradilan
pasca-konflik.”* Kekerasan seksual dan kekerasan
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dalam rumah tangga sering terus meningkat setelah
konflik berakhir; mekanisme peradilan yang mena-
ngani GBV merupakan prioritas utama.

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, masa
pasca-konflik memberikan kesempatan yang unik
untuk mengambil strategi guna pembentukan kembali
rule of law dan pemromosian kesetaraan gender di
sektor peradilan, dan juga partisipasi langsung wanita
di seluruh proses reformasi peradilan. Proses per-
damaian dan transisi dari konflik merupakan titik mula
strategis untuk mempromosikan pertanggungjawaban
atas GBV dan diskriminasi. Prakarsa peradilan tran-
sisi sering menjadi faktor penting dalam usaha ini.

Peradilan transisi

‘Kami merasakan kepedihan yang mendalam setelah
mengetahui bahwa para penyerang kami, orang-
orang yang telah membunuh suami dan kerabat pria
kami, yang menyiksa, memperkosa dan memutilasi
kami, tidak dijatuhi hukuman . . . banyak dari orang-
orang ini berada di pengasingan. Ini seolah-olah
mereka diberi hadiah atas kejahatan yang telah
mereka lakukan. Dan apa yang terjadi pada kami di
sini? Kami jadi menderita, terlantar dan sengsara.
Seolah-olah kamilah orang yang bersalah.’

Wanita Muda Rwanda’

Peradilan transisi merujuk pada berbagai pendekatan
yang dilakukan masyarakat untuk menangani dampak
pelanggaran HAM yang meluas atau sistematis saat
mereka bergerak dari masa konflik yang kejam atau
penindasan menuju perdamaian, demokrasi, rule of
law dan penghormatan atas hak-hak perorangan dan
kolektif.

Pendekatan dalam peradilan transisi meliputi: penun-
tutan dalam negeri, hibrid dan internasional terhadap
para pelaku pelanggaran HAM; prakarsa pengungka-
pan kebenaran; pemberian pelayanan pemulihan ke-
pada korban; reformasi lembaga; dan pertimbangan
pola-pola penganiayaan bermotif gender untuk me-
ningkatkan keadilan bagi korban wanita.”® Penangan-
an kasus kekerasan seksual dan GBV semakin
dipahami sebagai prioritas utama dalam peradilan
transisi, untuk rekonsiliasi dan proses pemulihan, ser-
ta untuk mencegah terjadinya kembali kasus serupa.

Pengadilan pidana ad hoc

Dalam beberapa kasus pengadilan khusus dibentuk
dengan keterlibatan masyarakat internasional untuk
mengadili orang-orang yang telah melakukan
kejahatan selama terjadinya konflik. Pengadilan Pida-
na Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY, Inter-
national Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)
dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda
(ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda)
melakukan terobosan baru dalam membuat putusan
pertama untuk kasus pemerkosaan dan bentuk-
bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan
perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tin-
dakan genosida. Pengadilan ini diikuti dengan pem-
bentukan pengadilan ‘hibrid' di Kamboja, Timor Leste
dan Sierra Leone, yang didasarkan pada model yang
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m Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone

Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone mulai bekerja pada tahun 2002, dan terus berlanjut sampai sekarang. Pengadilan ini diamanatkan mengadili ‘orang-
orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di wilayah Sierra
Leone sejak 30 November 1996.77 Pengadilan Khusus ini berbeda dengan dua pengadilan ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda dalam beberapa
aspek penting, yaitu pengadilan ini berada di Sierra Leone dan terdiri dari para hakim dan staf internasional dan Sierra Leone.

Walaupun kekerasan seksual merupakan kejahatan di Sierra Leone, hanya pemerkosaan seorang wanita perawan yang dianggap sebagai kejahatan berat.78
Sebaliknya, Statuta tentang Pengadilan Khusus tersebut menyepakati definisi luas kekerasan seksual, yang meliputi ‘pemerkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran paksa, kehamilan paksa dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya’. Statuta tersebut dengan tegas menyerukan pengangkatan staf yang peka
terhadap gender untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.”

Pengadilan Khusus ini telah banyak melakukan usaha untuk menuntut kejahatan kekerasan seksual, meskipun menghadapi tingkat ketersediaan sumber daya
dan staf yang relatif rendah (bila dibandingkan dengan Pusat Peradilan Transisi Internasional dan ICTR). Kemauan politik yang kuat, terutama di pihak jaksa,
untuk menangani kekerasan sudah menjadi sangat penting. Pengadilan ini mengambil strategi penuntutan yang memadukan kejahatan kekerasan seksual
sejak awal, dan seorang jaksa diberi tugas khusus menyusun rencana penuntutan untuk kejahatan kekerasan seksual. Dua penyelidik wanita berpengalaman
(dari tim yang beranggotakan sepuluh orang) ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan kekerasan seksual. Mereka memakai metode wawancara yang peka
terhadap gender untuk menjamin agar korban kekerasan seksual merasa nyaman melaporkan kejahatan. Persiapan saksi diutamakan, untuk menjamin agar
saksi memahami akibat dari kesaksiannya.80

Putusan-putusan pertama Pengadilan Khusus tersebut, yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 2007, meliputi putusan untuk pemerkosaan sebagai kejahatan
terhadap kemanusiaan dan penghinaan terhadap martabat seseorang (perbudakan seksual) sebagai pelanggaran Pasal 3 Ketentuan Umum dalam Konvensi
Jenewa dan Protokol Tambahan Il (dan juga putusan-putusan pertama di pengadilan internasional untuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak).

berbeda, yang menjadi bagian dari sistem peradilan
nasional tapi didukung oleh masyarakat internasional.
Kotak 12 menguraikan beberapa langkah yang
diambil oleh Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone
dalam menangani dimensi gender dalam tugasnya.

Kiat-kiat untuk pengadilan pidana ‘ad hoc’

Praktik terbaik untuk menyelidiki dan menuntut keja-
hatan kekerasan seksual internasional (yang bisa juga
berfungsi sebagai model untuk mekanisme peradilan
nasional) meliputi unsur-unsur penting berikut:

m Kemauan politik di pihak jaksa untuk menuntut
kejahatan kekerasan seksual.

® Perancangan strategi penuntutan untuk kekerasan
seksual sejak awal.

m Pelatihan untuk semua staf untuk mengembangkan
keahlian dalam penyelidikan dan yurisprudensii
kekerasan seksual.

m Sebuah tim khusus penyelidik dan jaksa kasus
kekerasan seksual.

® Perhatian terhadap kesejahteraan, keselamatan
dan martabat korban kekerasan seksual, termasuk
pemberian penyuluhan, pelayanan dukungan dan
perlindungan serta persiapan saksi.

® | ingkungan pengadilan yang memperdayakan,
yang di dalamnya korban pemerkosaan
diperlakukan dengan kepekaan, penuh rasa hormat
dan perhatian ketika mereka datang untuk
memberikan kesaksian.®'

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRCs, Truth and
Reconciliation Commissions) sering muncul setelah
berakhirnya konflik, yang berusaha mengatasi ke-
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kakuan dan formalitas proses hukum pidana dalam
menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran
HAM. TRC bertujuan memberikan ruang bagi korban
untuk menyampaikan kisahnya dengan secara resmi
mengakui dan mengutuk perbuatan salah tersebut,
dan mencegah terjadinya kembali kekerasan serupa
dengan menolak kekebalan hukum. Seringkali, TRC
juga memberikan usulan untuk program pemulihan
dan reformasi lembaga.

Beberapa TRC baru-baru ini, yang meliputi TRC di
Kolombia, Timor Leste, Peru, Sierra Leone dan Afrika
Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk
memasukkan dimensi gender dalam tugas mereka.
Sidang tematik yang disediakan untuk wanita ‘telah
memberikan kesempatan yang amat baik untuk mem-
berikan suara kepada wanita, tapi juga untuk men-
jamin agar suara ini menjangkau dan sampai kepada
masyarakat . . . dan untuk mengeksplisitkan kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan’.®

Mekanisme lain yang digunakan untuk melakukan pe-
ngarusutamaan gender dalam tugas TRC meliputi:
pembentukan tim penelitian khusus yang ditujukan
untuk wanita (seperti di Timor Leste); penyediaan be-
berapa bab dalam laporan akhir komisi untuk men-
catat kekerasan terhadap perempuan dan berbagai
dampaknya terhadap kehidupan mereka (seperti di
Peru, Sierra Leone dan Afrika Selatan); atau usaha
nyata untuk mengarusutamakan gender dalam selu-
ruh laporan TRC (seperti di Timor Leste).®

Kiat-kiat untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Agar TRC dapat menangani kasus kekerasan seksual
dan isu gender lainnya sebagaimana mestinya:

m Keadilan gender harus dengan tegas dicantumkan
dalam pelanggaran HAM di dalam mandat mereka.




Misalnya, mandat TRC untuk Sierra Leone mencan-
tumkan bahwa komisi tersebut ‘bertugas membantu
memulihkan martabat kemanusiaan korban . . .
dengan memberikan perhatian khusus pada ma-
salah penganiayaan seksual’.?

Mereka harus menggunakan definisi kekerasan
seksual yang inklusif.

Mereka harus memiliki komposisi pria dan wanita
yang seimbang sebagai anggota komisi, staf dan
pewawancara.

Anggota komisi, staf dan pewawancara harus
memiliki pelatihan khusus tentang isu-isu gender,
termasuk pelatihan penyelidikan untuk me-
wawancarai korban kekerasan seksual dan GBV.

Perhatian juga harus diberikan pada kebutuhan du-
kungan dan perlindungan tertentu korban keke-
rasan seksual saat mereka memberikan kesaksian.
Sebagai contoh, di Sierra Leone korban kekerasan
seksual hanya diwawancarai oleh anggota komisi
wanita dan dapat memutuskan apakah mereka ingin
memberikan kesaksian dalam sidang tertutup di de-
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berpartisipasi dalam semua tahap program
pemulihan.

m Kekerasan seksual harus dimasukkan dalam daftar

pelanggaran yang memicu pemulihan dan harus
didefinisikan secara umum. Dimensi material dari
kerugian yang diderita korban kekerasan seksual
harus diperhatikan dan diberi ganti rugi, dan pe-
layanan psikososial dan kesehatan harus dicantum-
kan dengan jelas.

® Aspek prosedur dan pembuktian (seperti standar

pembuktian untuk memenuhi syarat sebagai kor-
ban) harus didefinisikan dengan mempertimbang-
kan sifat kejahatan.

® Harus tersedia mekanisme yang memungkinkan

korban yang tidak mau menampilkan diri di depan
publik untuk memenuhi syarat sebagai orang yang
berhak menjadi penerima manfaatnya.8®

Kelemahan utama program pemulihan adalah program tersebut
sering tidak dilaksanakan. Walaupun program pemulihan belakangan
ini, seperti program pemulihan di Timor Leste, Guatemala, Peru dan
Sierra Leone, peka terhadap kekerasan seksual dan isu-isu gender

pan komisi tersebut atau dalam sidang terbuka, dan
apakah pernyataan mereka harus dianggap ra-
hasia. Saksi yang hadir selama sidang tertutup di-
beri makanan, minuman dan bantuan kesehatan,
disediakan alat transportasi ke dan dari tempat si-
dang dan tempat bermalam bila perlu.®

lainnya, pelaksanaannya sangat lemah atau tidak dilaksanakan
sama sekali.

Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

Program pemulihan .
pasca-konflik

Pada umumnya, program pemulihan diadakan oleh
pe-merintah, kadang-kadang berdasarkan saran pe-
ngadilan atau TRC. Program ini bertujuan ‘memberi-
kan ganti rugi para korban pelanggaran HAM dengan
cara tertentu’.%”

® Para negara harus meratifikasi atau menyetujui ins-
trumen HAM internasional dan regional, termasuk
CEDAW, dan memenuhi semua ketentuan yang
berlaku.

m Kerangka hukum dan kebijakan internasional harus
dipakai sebagai standar tindakan oleh Para Negara
untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan
dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kiat-kiat untuk program pemulihan

Untuk menjamin agar semua korban dimasukkan da-
lam program pemulihan, dan agar pemulihan yang di-
berikan sesuai dengan kebutuhan mereka:

® Dalam pembentukan kembali badan-badan per-
adilan dan pelatihan serta kualifikasi pengacara dan
hakim, Para negara harus berusaha mencapai ke-
seimbangan setara pria dan wanita dalam semua
peran pada semua tingkat.

® Dimensi gender harus dipertimbangkan selama pe-
rencanaan dan pelaksanaan program.

® Para wanita dan kelompok-kelompok wanita harus m Kelompok-kelompok wanita harus dilibatkan seba-

m Program gender pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru

Menyadari pentingnya dokumentasi pengalaman para wanita, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru (CVR, Comision de la Verdad y Reconciliacion)
mengadakan Program Gender untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam tugas para pewawancara dan pejabat Komisi tersebut.

Program Gender tersebut:

® Menyusun serangkaian dokumen pelatihan yang mencakup strategi komunikasi, saran bagaimana melakukan penyelidikan di provinsi-provinsi di negara
tersebut dan panduan bagi pewawancara.

= Memberikan bahan-bahan penyuluhan seperti surat sebaran dan gambar kartun.
® |Mengadakan lokakarya untuk mempromosikan analisis gender di bidang-bidang CVR seperti komunikasi, orang hilang dan kegiatan sukarela.

= Membentuk Jaringan Program Gender (Gender Programme Links), sebuah kelompok kerja yang terdiri dari wakil-wakil dari setiap kantor pusat regional
CVR, yang diberi tugas untuk bekerja secara aktif di dalam masyarakat untuk menjamin agar informasi mengenai masalah gender disebarkan.®
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gai mitra utama dalam proses reformasi peradilan
dan peradilan transisi, dan didukung oleh lembaga-
lembaga Negara dan mitra internasional.

® Badan-badan peradilan harus bekerja sama dengan
organisasi-organisasi wanita lokal dan interna-
sional, PBB dan lembaga-lembaga internasional
lainnya untuk menjamin agar semua staf, yang me-
liputi hakim, jaksa dan pegawai pengadilan, diberi
pelatihan tentang isu-isu gender.

m Kelompok-kelompok wanita harus melakukan usa-
ha untuk menyoroti pelanggaran HAM dan kondisi
yang memungkinkan terjadinya pelanggaran ber-
motif gender, memberikan forum bagi para korban
dan penyintas, mengusulkan pembayaran yang
memberikan ganti rugi atas ketidakadilan, dan mem-
bantu menjamin agar reformasi peradilan dan pera-
dilan transisi tanggap terhadap kebutuhan dan
pengalaman wanita dan pria.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi

Banyak negara dalam masa transisi memiliki struktur
pemerintahan demokratis lemah yang sama dan ke-
butuhan yang serupa dengan negara-negara pasca-
konflik. Walaupun masyarakat internasional mungkin
masih terlibat umumnya terdapat sumber daya yang
lebih sedikit. Tantangan lainnya yang dihadapi banyak
negara dalam masa transisi adalah korupsi, campur
tangan dalam lembaga peradilan dan kurangnya
transparansi yang menyeluruh.

Namun demikian, ketika pemilihan umum diselenggara-
kan dan sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan
dan perundang-undangan direformasi, terdapat kesem-
patan yang sangat penting untuk memperbaiki hak-hak
wanita dalam masyarakat, dan meningkatkan ketang-
gapan sistem peradilan terhdap gender. Pemromosian
kesetaraan antara pria dan wanita, larangan diskrimi-
nasi, dan perlindungan terhadap GBV harus diwujudkan
dalam setiap konstitusi dan perundang-undangan baru,
termasuk yang berkaitan dengan akses hukum per-
tanahan dan harta benda, perkawinan, perceraian, pe-
ngasuhan anak, warisan dan kewarganegaraan.

Kewajiban atau keinginan untuk menjadi anggota
organisasi regional dapat memberikan dorongan un-
tuk reformasi peradilan yang tanggap terhadap
gender. Banyak negara transisi menjadi anggota atau
ingin menjadi anggota organisasi regional, seperti Uni
Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara
Amerika (OAS, Organization of American States). Or-
ganisasi-organisasi ini biasanya mempromosikan pe-
ngesahan dan pelaksanaan konvensi internasional
dan regional tentang HAM dan kesetaraan gender.
Standar dan rekomendasi organisasi regional dapat
memberikan tolok ukur penanganan isu gender dalam
proses reformasi peradilan.
® Pada tahun 2000, Uni Eropa menyetujui dua Direktif
(Direktif 2000/43/EC dan Direktif 2000/78/EC) yang
melarang diskriminasi langsung maupun tak lang-
sung berdasarkan ras atau etnis, agama atau keya-
kinan, kecacatan, umur atau orientasi seksual.
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Dokumen ini mencantumkan definisi pasti diskrimi-
nasi langsung dan tak langsung dan pelecehan. Se-
lain itu, sebuah program aksi Masyarakat terhadap
diskriminasi memberikan langkah pendukung (pe-
nyebaran informasi, peningkatan kesadaran, peng-
gunaan pengalaman bersama sama, pelatihan,
akses keadilan, dll.) untuk membantu menjamin pe-
nerapan dan pelaksanaan efektif perundang-un-
dangan anti-diskriminasi.®®

Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

® Para negara harus meratifikasi instrumen HAM
internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
memenuhi semua ketentuan instrumen tersebut.

m Hak-hak wanita harus dicantumkan dalam reformasi
konstitusi dan undang-undang.

® Organisasi-organisasi regional seperti Uni Afrika
dan Uni Eropa harus memanfaatkan sempatan
perundingan penerimaan keanggotaan dengan ang-
gota baru untuk memperkuat hak-hak berbasis gen-
der dan akses keadilan di semua Negara Anggota.

5.3 Negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang menghadapi banyak
tantangan yang sama dengan negara-negara pasca-
konflik dan negara-negara dalam masa transisi,
namun demikian dengan sumber daya yang jauh lebih
sedikit. Sebagian besar masyarakat mungkin hidup
dalam kemiskinan di daerah pedesaan dengan sedikit
atau tidak ada akses sistem peradilan formal. Praktik-
praktik tradisional yang melanggar HAM wanita dan
pria sering diterapkan dengan kekebalan hukum.

Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

® Para negara harus meratifikasi instrumen HAM
internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

® Akses keadilan di daerah pedesaan, terutama bagi wa-
nita, harus ditangani melalui pendidikan, kampanye
penyadaran masyarakat dan program literasi hukum.

® Pengakuan tentang mekanisme peradilan tradi-
sional dalam perundang-perundangan harus mem-
beri sifat penghormatan terhadap undang-undang
dan prinsip HAM. Usaha-usaha harus dilakukan un-
tuk mengikat dengan mekanisme peradilan tradisio-
nal untuk mengubah praktik-praktik yang melanggar
HAM, dengan memberikan perhatian khusus pada
cara menangani masalah yang berkaitan dengan
kekerasan berbasis gender, kepemilikan tanah
wanita dan perkawinan.

® Parlemen dan pengadilan harus menjamin agar
pembunuhan ‘kehormatan’ dan kematian akibat ti-
dak adanya mas kawin dikriminalisasi dan pelaku
dihukum dengan alasan melakukan pembunuhan.




5.4 Negara-negara maju

Sebagian besar negara maju juga sedang dalam
proses penanganan isu-isu kesetaraan gender,
pelecehan seksual, diskriminasi dan GBV dalam dan
melalui sistem peradilannya. Misalnya, Dewan Eropa
mendokumentasikan bagaimana selama tiga puluh
tahun terakhir, status hukum wanita di Eropa jelas su-
dah membaik, tapi kesetaraan yang efektif jauh dari
kenyataan. Para wanita masih terpinggirkan dalam
kehidupan politik dan publik, diberi gaji yang lebih ke-
cil daripada pria untuk pekerjaan dengan nilai yang
sama, lebih sering menjadi korban kemiskinan dan
pengangguran daripada pria dan lebih sering menga-
lami kekerasan. Masih sedikit sekali wanita yang men-
jadi hakim di sebagian besar negara maju.

Lembaga-lembaga negara yang terkait dan LSM-LSM
harus terus memantau kemajuan kesetaraan gender dan
meminta pertanggungjawaban pemerintah. Ke-mam-
puan dan pendanaan sering tersedia untuk mengum-
pulkan data statistik dan melakukan penelitian tentang
pelanggaran HAM dan juga untuk menyusun dan
mendanai program untuk menangani pe-langgaran ini.

® Pada tahun 2005 Kanada menjadi negara keempat
di dunia, setelah Belgia, Belanda dan Spanyol, yang
mengesahkan perkawinan sejenis.90

m Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal
memberikan perhatian khusus pada kejahatan
kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengubah
sifat dari kejahatan tersebut. Kitab undang-undang
tersebut sekarang mencantumkan perlakuan buruk
yang melibatkan mantan suami atau isteri, orang-
orang (dengan jenis kelamin yang sama atau
berbeda) yang pernah hidup layaknya suami-isteri
dan orang-orang dalam hubungan layaknya suami-
isteri yang tidak hidup bersama. Kitab undang-
undang ini juga menganggap telah terjadi kejahatan
setelah terjadinya satu tindakan perlakuan buruk
berat, sedangkan perundang-undangan sebelum-
nya menganggap telah terjadi kejahatan hanya se-
t elah terjadinya perlakuan buruk berulangkali.91

® Pada tahun 2006 Amerika Serikat mengesahkan Un-
dang-Undang tentang Reotorisasi Perlindungan Kor-
ban Perdagangan Manusia (TVPRA, Trafficking
Victims Protection Reauthorization Act). TVPRA
membuat warga negara Amerika Serikat bertang-
gung jawab atas tindakan perdagangan manusia, ter-
masuk membeli jasa seks komersial atau
menggunakan pekerja anak-anak saat melakukan
misi pemeliharaan perdamaian atau kontrak yang di-
danai pemerintah federal di luar negeri. Jelasnya,
TVPRA mengalihkan fokus perhatian dari hanya kor-
ban lintas negara jadi mencakup warga negara AS
yang menjadi korban di dalam batas-batas wilayah
Amerika Serikat, dan memberikan bantuan kepada
pemerintah dan LSM lokal untuk memperbaiki pela-
yanan kepada korban perdagangan manusia.®?

Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

®m Para Negara harus meratifikasi instrumen HAM

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

m Konstitusi dan perundang-undangan harus dikaji
ulang secara berkelanjutan tentang kepatuhan
dengan kewajiban menurut perjanjian-perjanjian
dan instrumen HAM.

® Mekanisme kelembagaam yang kuat harus
ditetapkan untuk memantau dan memandu
kemajuan menuju kesetaraan gender, termasuk di
dalam sistem peradilan dan lembaga peradilan.

® L angkah-langkah harus diambil untuk mening-
katkan keterwakilan wanita pada jabatan tingkat
tinggi di sektor peradilan, termasuk sebagai hakim
dan jaksa.

® Negara-negara maju dapat mendanai program
keadilan gender di negara-negara pasca-konflik dan
negara-negara dalam masa transisi.

Usulan-usulan pokok

1. Perencanaan: Para aktor internasional dan
nasional harus mempromosikan kemitraan di
antara semua pemangku kepentingan reformasi
peradilan (lembaga peradilan, kepolisian,
lembaga pemasyarakatan, kejaksaan,
perhimpunan pengacara, kelompok wanita dan
masyarakat sipil) untuk merancang strategi dan
rencana penilaian reformasi peradilan yang
menangani isu gender. Agar berkelanjutan,
proses reformasi peradilan tersebut harus dimiliki
secara lokal, mulai dari perencanaan dan
penilaian hingga pelaksanaan dan evaluasi.

2. Penilaian: Penilaian menyeluruh atas sektor
peradilan harus mencakup pengalaman berbeda
wanita dan pria beserta akses atas dan partisipasi
di sistem peradilan. Penilaian tersebut harus
dipimpin oleh para aktor lokal, walaupun para
aktor internasional dapat memberikan dukungan
dan bantuan teknis yang berharga. Partisipasi
berbagai pemangku kepentingan, termasuk
kelompok-kelompok wanita, sangat penting untuk
menentukan dan memahami tantangan-
tantangan khusus dalam keadaan tertentu, yang
meliputi praktik, sikap dan perilaku budaya yang
dapat mempengaruhi bagaimana mendapatkan
keadilan.

3. Konvensi HAM internasional dan regional,
termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW,
Convention on the Elimination of All Forms of
Violence against Women) harus disetujui (tanpa
syarat), diratifikasi dan dilaksanakan.

4. Reformasi hukum dan kebijakan untuk

menjamin agar prinsip non-diskriminasi,
kesetaraan gender dan aksi afirmatif
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dicantumkan. Perhatian khusus harus diberikan
pada undang-undang tentang keluarga,
perkawinan, pekerjaan, kepemilikan tanah dan
warisan, orientasi seksual dan kekerasan
berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender: Pastikan agar
sistem peradilan melarang, menghukum dan
memberikan pemulihan hukum bagi semua
bentuk kekerasan berbasis gender, dengan cara
yang melindungi dan mempromosikan hak-hak
korban. Ketentuan dan prosedur pembuktian
harus dikaji ulang untuk menjamin agar ketentuan
dan prosedur tersebut tidak didasarkan pada
stereotipe yang merugikan, atau menyebabkan
‘reviktimisasi’ penyintas. Pertimbangkan langkah-
langkah khusus untuk menangani kekerasan
seksual dan kekerasan dalam rumah tangga,
seperti: pengadilan khusus dan tim penyelidikan;
pusat pelayanan yang menyediakan semua
personel terkait (polisi, jaksa, ahli kesehatan,
konselor, dll.) di bawah satu atap; dan langkah-
langkah perlindungan korban dan saksi.

Akses keadilan harus ditingkatkan melalui
program literasi hukum, penggunaan tenaga
paralegal bila perlu, dan bantuan hukum.
Program harus memberikan perhatian khusus
pada hambatan untuk memperoleh keadilan bagi
wanita, masyarakat pedesaan, masyarakat yang
buta huruf, kelompok minoritas dan kelompok
masyarakat yang terpinggirkan.

Mekanisme peradilan tradisional harus dima-
sukkan dalam langkah-langkah reformasi peradil-
an, dan diteliti untuk memahami bagaimana
mekanisme tersebut dapat menimbulkan dampak
yang berbeda terhadap pria dan wanita. Inter-
vensi harus dilakukan untuk menangani pelang-
garan HAM, termasuk diskriminasi terhadap
wanita.

Bias gender di lembaga peradilan: Langkah-
langkah harus dilaksanakan untuk menentukan
dan mengatasi bias gender, termasuk oleh hakim,
jaksa dan staf pengadilan. Semua aktor sistem
peradilan (hakim, jaksa, staf pengadilan, Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemuka adat, dll.)
harus diberi pendidikan tentang isu-isu gender,
undang-undang, kewajiban regional dan
internasional, dan bila perlu, diberi pelatihan
khusus tentang penanganan kejahatan kekerasan
seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Reformasi lembaga peradilan sehingga
lembaga tersebut lebih mewakili masyarakat yang
dilayaninya. Wanita dan kelompok minoritas pada
jabatan tinggi akan memberikan legitimasi dan
kredibilitas tambahan kepada sistem peradilan di
mata masyarakat, dan langkah-langkah khusus
harus dilaksanakan untuk mempromosikan
pelibatan mereka.

Perkuat pengawasan dan pemantauan cara
penanganan sistem peradilan terhadap isu

gender, dan bagaimana reformasi keadilan
gender dilaksanakan.

11. Kampanye penyuluhan masyarakat untuk
mengubah sikap sosial yang melestarikan
kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi
bisa menjadi bagian dari program untuk mendidik
masyarakat mengenai hak-hak mereka dan
meningkatkan akses keadilan.

12. Masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita,
harus didukung sebagai mitra dalam sistem
peradilan dan reformasi peradilan. Masyarakat
sipil memainkan peran penting dalam melakukan
lobi untuk mendukung reformasi hukum, kebijakan
dan prosedur, menyediakan pelayanan hukum
dan mempromosikan akses keadilan, serta dalam
memantau sistem peradilan. Pendanaan dan
dukungan kepada para aktor masyarakat sipil dan
juga pelatihan berkelanjutan untuk membangun
kemampuan bisa menjadi metode yang sangat
efektif dan efisien untuk mendukung usaha
reformasi peradilan.
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